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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan poros maritim dunia yang menghubungkan dunia
pelayaran di asia dan eropa. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang yang
memiliki potensi besar dalam bidang kelautan yang berperan sangat penting bagi
dunia pelayaran di belahan dunia terutama bagi bangsa asia dan eropa. Dunia
pelayaran tidak lepas kaitannya dengan laut. Laut menjadi jalur transportasi yang
sangat penting dan berpotensi besar bagi bangsa indonesia. Transportasi laut tidak
juga dapat di pisahkan dengan media transportasi laut itu sendiri yaitu kapal. Kapal
memang mejadi satu- satunya transportasi yang dapat di gunakan di moda laut. Kapal
sendiri memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah untuk menjalankan proyek
dari penyewa kapal tersebut. Adapun salah satu proyek laut yang dapat dijalankan
oleh kapal adalah kegiatan pekerjaan bawah air seperti restorasi atau perbaikan kabel
komunikasi bawah laut di bagian laut tertentu.

Pada Peraturan Menteri Perbuhungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang
Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air mengatur tentang kegiatan pekerjaan bawah
air pada perairan Indonesia mengenai ketentuan yang berlaku pada kegiatan bawah
air yang berada pada perairan Indonesia. Pada PM 71 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1
menjelaskan pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan
bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang di
operasikan di permukaan air.

Kabel komununikasi bawah laut berfungsi sebagai penghubung
telekomunikasi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kabel bawah laut juga memiliki
resiko kerusakan yang di sebabkan oleh bencana alam, jangkar kapal, kegiatan
memancing atau penangkapan ikan, serta pencurian dan perusakan secara sengaja

oleh orang tidak bertanggung jawab.



Kerusakan kabel ini merupakan pekerjaan yang diberikan oleh klien atau
pemilik kabel kepada perusahaan untuk memperbaiki kabel yang rusak tersebut.
Perbaikan atau restorasi kabel optic bawah laut itu sendiri memiliki beberapa
klasifikasi yang berbeda beda berdasarkan kedalaman laut, ada perbaikan di laut
dangkal (shallow water) dan juga kapal yang hanya dapat digunakan di area laut
dalam (deep sea). PT Jala Nusantara Mardika merupakan salah satu perusahaan
manajemen kapal kabel, kapal ini di khususkan untuk melakukan kegiatan perbaikan
kabel optic bawah laut di bagian perairan laut dalam. Apabila restorasi atau perbaikan

kabel ini terus dilakuakan penundaan maka akan beresiko untuk bertambah rusak.

Gambar 1.1 Kabel Optik Bawah Laut

(Sumber : Fiberopticom)

Sebelum memperbaiki kabel bawah laut, perusahaan harus mengurus
beberapa legal aspek berupa surat untuk kepentingan perizinan pelayaran dan
pekerjaan bawah air. Salah satu aspek legal yang diperlukan untuk pekerjaan bawah
air adalah Surat Perintah Kerja Bawah Air (SPKBA) di terbitkan oleh Dirjen
Perbuhungan Laut yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang akan melakukan
kegiatan dibawah air. Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air ini harus memenuhi
syarat teknis yang sudah di tentukan yang meliputi metode kerja, kelengkapan
peralatan, serta tenaga kerja yang memadai.

Kejadian keterlambatan ini terjadi pada kapal CS Pacific Guardian pada saat
melakukan pemasangan pada jalur Sape - Labuan Bajo dan jalur Ende - Kupang pada
tanggal 20 April 2020 yang menyebabkan kerugian pada perusaahan PT Jala
Nusantara Mardika. Apabila terdapat penundaan atau keterlambatan dalam
penerbitan SPKBA tentunya dapat berpengaruh buruk bagi kedua belah pihak baik
untuk pemilik kabel maupun pemilik kapal. Salah satu pengaruh buruk yang dapat di

rasakan langsung oleh pemilik kapal adalah adanya kerugian dalam pengoperasian



kapal seperti biaya makan crew diatas kapal selama kapal standby, biaya bahan bakar
atau fuel, air tawar atau fresh water serta beberapa hal lainnya. Mengingat biaya
pengoperasian kapal saat standby juga membutuhkan biaya dan tentunya dapat
mengeluarkan nilai yang cukup besar dan jika ditunda dalam waktu yang lama maka
semakin besar juga kerugian yang di peroleh oleh pemilik kapal.

Menurut UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam pekerjaan bawah
air ini, perjanjian kerja ini terdiri antara pemilik kabel dan pemilik perusahaan.
Didalam perjanjian kerja ini pula salah satunya berisi tentang kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh PT Jala Nusantara Mardika sebagai pemilik kapal untuk mentaati
ketentuan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 tahun 2013 tentang
Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 38 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 tahun 2013.

Pemilik kapal pula bertugas untuk membuat jadwal pekerjaan yang akan
dilakukan oleh pemilik kapal itu sendiri untuk melakukan pekerjaan penggelaran
kabel optic bawah laut. Jadwal tersebut di rancang sedemikian rupa sebagai acuan
dalam melakukan penggelaran kabel optic bawah laut pada titik yang sudah di
berikan oleh pemilik kabel. Kemudian jadwal kegiatan tersebut juga menjadi acuan
untuk tolak ukur perkiraan waktu penggelaran kabel. Apabila SPKBA tersebut
terlambat diajukan atau di keluarkan maka jadwal itu pula harus di ubah susuai
dengan SPKBA tersebut.

Sebelumnya peneliti juga melakukan survey awal dengan kuesioner
menggunakan 50 responden untuk membuktikan bahwa Aspek Legal ini
berpengaruh atau tidak terhadap Perjanjian Kerja, dan peneliti menyimpulkan dari
hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden bahwa Aspek Legal ini berpengaruh
terhadap Perjanjian Kerja.

Menurut UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam pekerjaan bawah
air ini, perjanjian kerja ini terdiri antara pemilik kabel dan pemilik perusahaan.
Didalam perjanjian kerja ini pula salah satunya berisi tentang kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh PT Jala Nusantara Mardika sebagai pemilik kapal untuk mentaati

ketentuan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 tahun 2013 tentang



Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 38 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 tahun 2013.
Pemilik kapal pula bertugas untuk membuat jadwal pekerjaan yang akan
dilakukan oleh pemilik kapal itu sendiri untuk melakukan pekerjaan penggelaran
kabel optic bawah laut. Jadwal tersebut di rancang sedemikian rupa sebagai acuan
dalam melakukan penggelaran kabel optic bawah laut pada titik yang sudah di
berikan oleh pemilik kabel. Kemudian jadwal kegiatan tersebut juga menjadi acuan
untuk tolak ukur perkiraan waktu penggelaran kabel. Apabila SPKBA tersebut
terlambat diajukan atau di keluarkan maka jadwal itu pula harus di ubah susuai
dengan SPKBA tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam dan mengemukakan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PENGARUH ASPEK LEGAL TERHADAP PERJANJIAN KERJA
BAWAH AIR PADA PT JALA NUSANTARA MARDIKA”

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang tertulis, maka penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengurusan aspek legal menyebabkan kerugian pada perusahaan.

2. Keterlambatan pengurusan aspek legal menyebabkan perubahan jadwal yang
sudah di tetapkan.

3. Keterlambatan pekerjaan bawah air pada titik yang tertuju menyebabkan
kerusakan kabel bertambah parah atau putus.

4. Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada agent pelaksana sering terjadi
keterlambatan pelaksanaan di lapangan.

5. Lambatnya respon dari Agen maupun staff perusahaan terhadap dokumen yang
diperlukan terkait legal aspek.

6. Keterlambatan pengurusan aspek legal menyebabkan terlambatnya perjanjian

kerja bawah air di PT Jala Nusantara Mardika.



BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah

penelitian sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengurusan aspek legal menyebabkan terlambatnya perjanjian
kerja bawah air di PT Jala Nusantara Mardika.

2. Keterlambatan pengurusan aspek legal berdampak pada perjanjian kerja bawah
air di PT Jala Nusantara Mardika.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah di uraikan oleh penulis di

atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air pada PT
Jala Nusantara Mardika ?
2. Apakah ada pengaruh aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air pada PT

Jala Nusantara Mardika ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh aspek legal
terhadap perjanjian kerja bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada hubungan aspek legal

terhadap perjanjian kerja bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika.

2. Manfaat Penelitian
a. Aspek Teoritis

Manfaat aspek teoritis dari penelitian ini adalah memperdalam
pengetahuan tentang pengaruh dan hubungan aspek legal terhadap

perjanjian kerja bawah air di PT Jala Nusantara Mardika.



Aspek Praktis

Manfaat aspek praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan acuan

dalam penerbitan aspek legal agar dapat mengurangi resiko keterlambatan
penerbitan maupun pengurusan aspek legal tersebut sehingga kapal dapat
melakukan proyek tepat waktu sesuai waktu yang sudah di sepakati oleh

klien atau pemilik kabel.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Maksud dari sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah

penyusunan skripsi secara menyeluruh dan agar lebih mudah memahami isi dari

skripsi tersebut. Maka dari itu penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab

yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab

lainnya. Untuk gambaran lebih jelasnya mengenai skripsi ini, maka sistematika

penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah
penulisan skripsi, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Pada bab ini di kemukakan tentang tinjauan Pustaka yang memuat
uraian mengenai ilmu pengetahuan yang terdapat  dalam
kepustakaan, pengertian dari hal hal yang berkaitan dengan
permasalahan dan kerangka pemikiran pokok permasalahan yang
di teliti.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian dan desain
yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang
terdiri dari lokasi atau tempat penelitian, jenis metode penelitian,
metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data atau
pengelolahan data penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi permasalahan yang

timbul yaitu mengenai hal yang bersangkutan dengan PT Jala



BABV

Nusantara Mardika dan penggelaran Kabel serta menganalisis
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di
bahas. Selain itu penulis juga akan mengemukakan berbagai cara
untuk memecahkan masalah yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dari penulisan skripsi yang
terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang jawaban yang telah
dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perumusan
masalah dan hasil pemecahan masalah. Serta menyampaikan saran
yang mungkin bermanfaat bagi penulis, PT Jala Nusantara

Mardika, dan bagi pembaca skripsi ini.



BABII
LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN/DEFINISI OPERASIONAL

Pada bab ini penulis menyampaikan beberapa pengertian yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yang dikutip dari buku-buku
yang sudah disusun oleh para ahli sebelumnya, sehingga para penulis dapat
menerapkan pendapat pendapat tersebut dan juga sebagai penunjang untuk

memudahkan dalam memahami tulisan skripsi ini.

1. Aspek legal

Definisi aspek legal dapat diartikan bervariasi tergantung pada konteks
dan disiplin ilmu yang digunakan. Namun secara umum, aspek legal mencakup
semua hal yang berkaitan dengan hukum, termasuk peraturan, kebijakan,
prosedur, dan praktik yang mengatur perilaku individu, organisasi, dan
masyarakat secara keseluruhan.

Menurut John T. Cross dan Max Minzner dalam buku mereka yang
berjudul “The Logic of Subchapter K: A Conceptual Guide to the Taxation of
Partnership” (2017) menyatakan bahwa aspek legal mencakup semua peraturan,
dokumen dan prosedur hukum yang berkaitan dengan pengaturan Perusahaan,
termasuk pajak dan struktur kepemilikan.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law: An
Introduction” (2019) menyebutkan bahwa aspek legal mencakup sistem hukum,
peraturan, dan prinsip yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu,
organisas, dan pemerintah suatu negara.

Edward L. Rubin dalam bukunya “Beyond Camelot: Rethinking Politics
and Law for the Modern State” (2018) menggambarkan aspek legal sebagai
kerangka kerja yang mengatur tata kelola dan konflik dalam masyarakat,

termasuk pembagian kekuasaan, penegakan hukum, dan perlindungan



hak asasi manusia (HAM).

Lisa Webley dalam bukunya “Legal Writing” (2019) menjelaskan
bahwa aspek legal mencakup keterampilan dalam Menyusun dokumen hukum,
menganalisis kasus, dan berargumentasi secara hukum.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan aspek legal dalam beberapa
pengertian. Peter Strauss dalam bukunya “Administrative Justice in the United
States” (2019) menyatakan “Legal aspect refers to the parts of a subjects that
are governed by law”. Yang berarti legal aspek merujuk pada bagian dari subjek
yang diatur oleh hukum.

Ahmad M. Ramli dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia (2016)
mengatakan bahwa aspek legal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
norma, aturan, dan prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dalam
masyarakat.

Yusril Thza Mahendra dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum dalam
Kebijakan Publik (2019) Menyatakan "Legal aspect refers to the legal
framework within which an organization operates, including laws, regulations,
contracts, and policies." Yang berarti aspek legal merujuk kepada kerangka
resmi di dalam sistem organisasi, termasuk hukum, regulasi, kontrak dan
kebijakan.

Jimly Asshiddiqie dalam buku konstitusi dan konstitusionalisme
Indonesia Edisi Kedua (2014) menyatakan "Aspek legal adalah segala sesuatu
yang terkait dengan hukum, termasuk norma-norma, lembaga-lembaga hukum,
prosedur hukum, dan penegakan hukum."

Dari beberapa teori diatas penulis dapat mensitesiskan bahwa aspek legal
sebagai segala hal yang terkait dengan hukum, baik itu peraturan-peraturan,
prosedur-prosedur, maupun prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan
interaksi antara individu, kelompok, maupun lembaga dalam suatu masyarakat.
Definisi ini sering kali dipahami sebagai bagian dari suatu studi yang melibatkan
interpretasi, aplikasi, dan penegakan hukum dalam berbagai konteks, mulai dari
tingkat lokal hingga internasional.

Berdasarkan teori diatas penulis dapat menyusun dimensi dan indikator
sebagai berikut : 1) Kepatuahn terhadap hukum a) tingkat kepatuhan; b)
pelanggaran yang ditemukan; c) sanksi dan denda, 2) pengelolaan kontrak a)
proses persetujuan; b) pembaruan kontrak; ¢) pelanggaran kontrak; d) kepatuhan

kontrak, 3) litigasi dan penyelesaian sengketa a) jumlah kasus; b) biaya litigasi;



c) waktu penyelesaian; d)hasil penyelesaian, 4) hukum ketenagakerjaan a)
kepatuhan ketenagakerjaan; b) keluhan karyawan; c) litigasi ketenagakerjaan; d)
kepuasan karyawan, 5) perizinan dan izin usaha a) kepatuhan perizinan; b) waktu

pengurusan perizinan; c) pelanggaran izin.

Perjanjian Kerja

Salah satu prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian menurut pasal
1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang
bagi mereka yang membuatnya.

b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakatkedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undangdinyatakan
cukup untuk itu.

c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1
angka 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak.

Sebuah perjanjian kerja pada umumnya dibuat secara tertulis, akan tetapi
tidak tertutup kemungkinan bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan.
Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memperbolehkan hal tersebut sepanjang karyawan atau pekerja tersebut

dilengkapi dengan surat pengangkatan kerja yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Nama dan alamat pekerja;

a.
b. Tanggal mulainya bekerja;

e

Jenis pekerjaan;

&

Besarnya upah yang diberikan.

Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tidak diperbolehkan untuk
perjanjian kerja waktu tertentu, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan yang
ada, jika perjanjian kerja waktu terentu dibuat secara lisan maka demi hukum
perjanjian kerja tersebut dinyatakan perjanjian waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibuat atas dasar :
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a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada paksaan, penyesatan,
kekhilafan atau penipuan.

b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan ataukecakapan
untuk bertindak melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah
perwalian/ pengampuan).

Ada objek pekerjaan yang diperjanjikan.
d. Pekerjaan yang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi ada kemungkinan sepakat ini menjadi cacat apabila pasal 1320

KUH Perdata mengandung unsur :

a. Kekhilafan

Perumusan kekhilafan itu terdiri dari kekhilafan dapat mengenai
benda yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan dan kekhilafan

mengenai pihak lawannya dalam perjanjian yang bersangkutan.

b. Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan yaitu rohani dan paksaan jiwa, jadi
bukan paksaan badan, sedangkan yang diancam itu harus suatu perbuatan
yang terlarang oleh Undang-Undang, jadi apabila ancaman itu suatu
tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang maka tidak dapat

dikatakan suatu paksaan.

c. Penipuan

Penipuan terjadi apabila satu pihak memberikan keteranganpalsu
atau atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak
lawannya agar memberikan perizinannya, pihak yangmenipu itu bertindak

secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yaitu :
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a.

Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
(Consensus). Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah
kesepakatan. Sepakatnya antara pihak pihak yang mengenai pokok
perjanjian yang dibuat itu. Persetujuan kehendak bersifat bebas, artinya
betul-betul atas kemauan sukarela antara para pihak. Tidak ada paksaan
sama sekali dari pihak manapun. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-
pihak mengadakan perundingan.

Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian (Capacity).
Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata dikatakantidak cakap membuat
perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan
dan wanita bersuami. Tetapi sebagai perkembangannya wanita yang telah
bersuami sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter ). Suatu hal tertentu
merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi
dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang- kurangnya
dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan juga harus jelas. Syarat bahwa
prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanyaadalah untuk
menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan
dalam melaksanakan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian
tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat
tidak dipenuhi syarat ini, makaperjanjian batal demi hukum.

Adanya suatu sebab yang halal ( legal cause). Artinya merupakan sebab
dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan
dicapai oleh para pihak. Undang- undang tidak memperdulikan apa yang
menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau
diawasi oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian itu, tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak ada satu pun peraturan yang mengikat bentuk dan isi perjanjian,

karena dijamin asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan
bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang
berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagaimana dituangkan dalam pasal

1338 ayat (1) Kitab Undang-UndangHukum Perdata dengan memperhatikan

pasal 1320 dan pasal 1335 serta pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kerja yang

dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat isi sebagai berikut :
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a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh

c. Jabatan atau jenis pekerjaan

d. Tempat pekerjaan

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/

buruh
g.  Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

i.  Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Kandungan isi dari perjanjian memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Syarat-syarat yang tegas, yaitu syarat yang secara khusus disebutkan dan
disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian, apakah
dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

b. Syarat yang diam-diam, kewajiban diam-diam dalam perjanjian hanya
timbul dalam hal tidak ada ketentuan syarat yang tegas mengenai persoalan
itu. Tetapi syarat-syarat yang diam-diam umumnya dapat dikesampingkan
oleh syarat yang tegas terhadap akibat yang terjadi.

c. Klausula-klausula penyampingan, maksudnya adalah untuk untuk
membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Dengan klausula
penyampingan membatasi tanggung jawabnya dan membebankan
kewajiban kepada pihak penerima kerja, atau dengan ungkapan umum,pihak
yang lebih kuat kewajiban kepada pihak yang lemah.

Dari beberapa teori diatas penulis dapat mensitesiskan bahwa perjanjian
kerja merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yaitu pekerja atau buruh
dan pengusahauntuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan mendapatkan
upah.

Berdasarkan teori diatas penulis dapat menyusun dimensi dan indikator
sebagai berikut : 1) kesepakatan; a) sukarela; b) kejelasan isi; c) kejelasan isi
perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, 2) hak dan kewajiban a)
kejelasan hak dan kewajiban pekerja/buruh; b) kejelasan hak dan kewajiban
pengusaha; c) keseimbangan hak dan kewajiban, 3) upah a) besaran upah; b)
metode pembayaran upah; c¢) tempat dan waktu pembayaran upah, 4) dimensi

jangka waktu; a) perpanjangan perjanjian kerja; b) ketentuan jangka waktu
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kontrak, 5) penyelesaian perselisihan a) keadilan dan efektivitas; b) mekanisme
penyelesaian; c) jumlah sengketa; d) waktu penyelesaia; e) keberhasilan
penyelesaian.

3. Pekerjaan Bawah Air atau Salvage

Menurut IMO (International Marine Salvage Federation) Pekerjaan
bawah air atau Salvage adalah Salvage adalah operasi yang bertujuan untuk
menemukan dan mengangkat kapal, kargo, atau properti lainnya yang tenggelam
atau terlantar di laut, atau di perairan pedalaman, atau di tempat lain yang tidak
dapat diakses dari darat.

Menurut IMRF ( International Marine Salvage federation ) Pekerjaan
bawah air atau Salvage adalah kegiatan komersial yang melibatkan
pengangkatan atau penyelamatan properti yang hilang, terlantar atau
terbengkalai di bawah air atau diatas permukaan air tetapi tidak dapat diakses
dari darat.

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 No. 51, Pekerjaan Bawah
Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal
yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat
khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari
permukaan air. Pekerjaan bawah air memerlukan persyaratan administrasi dan
teknis minimum yang di atur dalam Permenhub No. 71 tahun 2013 yang
meliputi:

a. Persyaratan Administrasi

1) Akta pendirian perusahaan;

2) Nomor Pokok Wajib Pajak;

3) Surat keterangan domisili; dan

4) Surat persetujuan penanaman modal asmg dari instansi yang berwenang
dengan ketentuan kepemilikan saham pihak Indonesia lebih besar atau

dominan dari kepemilikan saham pihak asing.

b. Persyaratan Teknis

1) memiliki (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan
merencanakan dan melaksanakan salvage dan/ atau pekerjaan bawah

air;
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2) memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4
(empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan
sertifikat yang relevan;

3) memiliki peralatan kerja paling sedikit:

a) 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;

b) 1 (satu) set pompa untuk kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan
bawabh air;

c) 1 (satu) set alat survei;

d) 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah;

e) 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi; dan

f) 1 (satu) set diving chamber.

4) memiliki paling sedikit 2 (dua) set alat selam Surface Supplied
Breathing Apparatus (SSBA) dan 1 (satu) unit sistem peralatan selam
saturasi gas campuran (mix gas);

5) untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja
jenis crane barge dengan kapasitas angkat dua ratus ton ke atas (< 200
T) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (< 5000 HP) berbendera
Indonesia; dan

6) untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit
kapal kerja pipe/ cable laying barge/ vessel lima ribu grosse tonnage ke
atas (< 5000 GT) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (< 5000

Berdasarkan sintesis dari definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pekerjaan bawah air atau salvage adalah kegiatan yang kompleks dan
berbahaya yang dilakukan di bawah permukaan air untuk berbagai tujuan,
seperti penyelamatan kapal dan muatannya yang tenggelam, perbaikan atau
inspeksi struktur bawah air, pemulihan benda-benda bersejarah atau arkeologis,
dan pembersihan lingkungan bawah air. Salvage membutuhkan keterampilan
dan pengalaman khusus, dan para penyelam salvage harus dilatih dan dilengkapi
dengan peralatan yang tepat untuk bekerja di lingkungan yang menantang dan

berbahaya.
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B. TEORI

1.

Wanprestasi

Prestasi merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan
oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian, karena telah disepakati
sebelumnya. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi
jugauntuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Bila merumuskan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III
KUHPerdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut
dijelaskan dalam pasal 1314 Buku III KUH Perdata, suatu persetujuan diadakan
dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma
adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu
keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan
memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila
suatu perjanjian tidak dapat dipenuhi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi,
maka akan berakibat erjaninya wanprestasi.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah di lampaukannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian wanprestasi itu sendiri
bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi
tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu
perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan
oleh pihak-pihak tertentu dalam suatuperikatan, baik perikatan yang lahir dari

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
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Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang, seperti pengusaha atau pemberi tugas, kepada pekerja
atau kontraktor untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek tertentu. SPK
mengandung instruksi-instruksi terkait dengan lingkup pekerjaan, batas waktu,
spesifikasi teknis, dan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi oleh penerima
perintah kerja.

Pengertian dan aturan terkait Surat Perintah Kerja dapat berbeda-beda di
setiap negara, namun dalam konteks hukum Indonesia, Surat Perintah Kerja
umumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Meskipun secara spesifik UU ini tidak secara eksplisit membahas tentang Surat
Perintah Kerja, namun regulasi ini mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja
serta pengusaha, termasuk dalam hal pelaksanaan pekerjaan dan perlindungan
terhadap pekerja. Namun demikian, praktik penerbitan Surat Perintah Kerja juga
dapat diatur oleh peraturan-peraturan atau kebijakan internal perusahaan atau
lembaga tertentu.

Dalam dunia maritim, terdapat beberapa jenis surat perintah kerja (SPK)
yang umum digunakan, terutama dalam konteks operasi kapal dan kegiatan
maritim lainnya. Berikut adalah beberapa jenis SPK yang sering digunakan

dalam industri maritim;

a. Surat Perintah Kerja Reparasi (Repair Work Order): SPK ini diberikan
kepada kontraktor atau perusahaan perbaikan kapal untuk melakukan
pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan rutin atau perbaikan besar pada
kapal. Ini bisa meliputi perbaikan struktural, mesin, listrik, atau sistem
lainnya.

b. Surat Perintah Kerja Pemeliharaan (Maintenance Work Order): SPK ini
diberikan kepada kru kapal atau kontraktor untuk melakukan pekerjaan
pemeliharaan rutin pada kapal, termasuk pembersihan, pelumasan,
pengujian sistem, dan tugas-tugas pemeliharaan lainnya.

c. Surat Perintah Kerja Penyelidikan Kecelakaan (Accident Investigation Work
Order): SPK ini diberikan kepada tim penyelidik atau inspektur untuk
melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan atau insiden maritim yang
terjadi, dengan tujuan menentukan penyebabnya dan memberikan

rekomendasi pencegahan di masa depan.
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d. Surat Perintah Kerja Pemasangan dan Pemasaran (Installation and
Commissioning Work Order): SPK ini diberikan kepada kontraktor atau
teknisi untuk melakukan pemasangan, uji coba, dan pengoperasian awal
peralatan baru atau sistem di kapal, seperti peralatan navigasi, komunikasi,
atau sistem keamanan.

e. Surat Perintah Kerja Penyelamatan (Salvage Work Order): SPK ini
diberikan kepada perusahaan penyelamatan untuk melakukan operasi
penyelamatan kapal atau muatan yang terdampar, tenggelam, atau

mengalami kecelakaan di laut.

Agen

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan
nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang
ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan
kapalnya selama berada di Indonesia. Sesuai dengan Permenhub no. 65 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal pada Bab II
Pasal 2, Kegiatan Keagenan Kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan
untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan
Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan
Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing
selama berada di Indonesia. Pelayanan Jasa yang dilakukan keagenan kapal

meliputi :

a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan
keberangkatan kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal,

b. penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan
utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam,
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan
setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya;
pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;

d. penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal;

e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban
pemilik kapal;

f. pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal;
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g. pembukuan dan pencarian muatan;

h. penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal,

i.  penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal;

j.  penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta

pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;

k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; dan/atau

l. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik kapal atau

operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan

variabel ataupun kajian teori dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam tabel

berikut, akan dijelaskan secara ringkas mengenai variabel penelitian serta hasil

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Pada tabel

dibawah ini akan dijelaskan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Judul Peneliti Tujuan Hasil ~ Penelitian | Kesimpulan
Penelitian Terdahulu
1 | Perlindungan | M. Untuk Hasil penelitian ini | Formulasi kebijakan upah
Hukum Zainuddin | mengetahui | menyebutkan bahwa| bagi pelaut Indonesia
dalam Universitas | bagaimana untuk menerapkan | merujuk konvensi
Perjanjian Hang Tuah | pengaturan standarisasi (perjanjian) yang ditetapkan
kerja laut MLC 2006 kesejahteraan pelaut| oleh ILO dengan
bagi pelaut tentang di Indonesia sesuai | menggunakan asas
berdasarkan standarisasi | MLC 2006 dan keseimbangan yang
Marine kesejahteraan | mengadopsi menghasilkan standar upah
Labour pelaut di kewajiban yang tidak terlalu tinggi dan
Convention indonesia dan | terkandung di dalam| tidak terlalu rendah.
bagaimana MLC ke dalam Keseimbangan upah ini
cara perundang- tidak hanya mencukupi
mengadopsi | undangan perlu kebutuhan pekerja, tetapi
kewajiban diterapkan hal-hal | juga kebutuhan keluarga.
MLC dalam | sebagai berikut Kebutuhan keluarga yang
perundang- 1. Asas mengandung jaminan
undangan keseimbangan sosial, ketercukupan dalam
dalam penetapan biaya hidup, standar hidup
upah pelaut, pendidikan jenjang
2. Penentuan | pelaut, evaluasi upah
Upah Minimum minimum dua kali dalam
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sesuai Faktor
Ekonomi

setahun guna menyesuaikan
dengan kondisi inflasi
negara, menentukan biaya
rata-rata yang dibutuhkan
pekerja meliputi biaya
makanan, pendidikan
jenjang pelaut, biaya
partisipasi sosial, faktor
kebutuhan gizi, biaya
kesehatan dan biaya
perumahan serta biaya
pokok non pangan seperti
pakaian, perabot serta
menentukan biaya/insentif
investasi bagi pekerja.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu konsepsi dari penelitian yang menyajikan

hubungan antara variabel yang akan terjadi dan diperoleh dari penjabaran tujuan pustaka.

Untuk dapat memaparkan pembahasan dari skripsi ini, penulis membuat suatu kerangka

pemikiran terhadap hal - hal yang menjadi pembahasan pokok yaitu mengenai “Pengaruh

aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika”.

—
X Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:
X = Pengaruh aspek legal

Y = Perjanjian kerja bawah air

E. HIPOTESIS

Y

Berdasarkan kerangka pemikiran yang penulis sampaikan di atas, maka penulis

dapat membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara tentang jawaban yang akan diteliti

yaitu:
1. Hipotesis Observasi (Ho)

a. Ho 1: Tidak ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air

pada PT Jala Nusantara Mardika

b. Ho 2 : Tidak ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air

pada PT Jala Nusantara Mardika
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2. Hipotesis Alternatif (Ha)

a. Hal : Ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air pada
PT Jala Nusantara Mardika

b. Ha 2 : Ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air pada
PT Jala Nusantara Mardika
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sehingga dapat

menyampaikan beberapa permasalahan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1.  Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada saat penulis melaksanakan Praktek Darat
(Prada) mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 di PT Jala

Nusantara Mardika.

2. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan penulis di PT Jala Nusantara Mardika. Berikut data

dari tempat penelitian :

Nama Perusahaan  : PT Jala Nusantara Mardika

Alamat : Jalan Patra Kuningan VIII No. 01 RT 06/RW 04
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Telephone :+62 2121283031

Fax 1 +62 21 21283040

Email : jJnm.ops 1 @sarana-global.com

B. METODE PENDEKATAN

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitan
ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Masyhuri (2009:13)

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data,
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penelitian kuantitatif tidak perlu menitikberatkan pada kedalaman data, yang penting
dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Walaupun
populasi penelitian besar, tetapi dengan mudah dapat dianalisis, baik melalui rumus-
rumus statistik maupun komputer. Jadi pemecahan masalahnya didominasi oleh
peran statistik. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang identik dengan
pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari persoalan umum (teori) ke hal khusus

sehingga penelitian ini harus ada landasan teorinya.

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data, baik secara
langsung maupun tidak langsung ke objek yang diteliti. Penulis menggunakan data
berdasarkan sumbernya:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018 : 456) yang dimaksud dengan data primer
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau
tempat objek penelitian yaitu terhadap permasalahan yang terjadi pada pengaruh
aspek legal terhadap pernajian bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika
dengan menggunakan kuisioner.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018 : 456) yang dimaksud data sekunder yaitu
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun dalam peneltian ini data
sekunder diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan penyususnan skripsi,
serta data yang diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian. Dalam
penyusunan skripsi peneliti mengambil data yang diperoleh secara tidak
langsung, yaitu melalui buku yang membahas tentang aspek legal terhadap
perjanjian kerja bawah air melalui literatur yang berkaitan dengan objek yang

diteliti.
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D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah utama dalam melakukan
penelitian. Menurut Sugiyono (2019), untuk meneliti suatu masalah, membutuhkan
data terkait masalah, yang kemudian dipadatkan dan dianalisis untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas dan membantu penulis memecahkan masalah tersebut.
Dalam membahas dan meneliti suatu masalah dibutuhkan data-data yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian disusun dan dianalisa,
sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Teknik pengumpulan data didapat dengan
mengumpulkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk mendapatkan data
dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Obeservasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019), observasi ialah suatu
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan psikologis. dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan. Metode observasi digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan
data yang akurat dan objektif mengenai perilaku, kebiasaan, atau pola yang
terjadi pada suatu obyek yang diamati. Inti dari observasi adalah adanya perilaku
yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat
berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat
dihitung dan dapat diukur. Observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu.
Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi.

Dalam hal ini penulis melakukan proses pengumpulan data secara visual,
maksudnya adalah penulis melihat langsung dengan indra penglihatan penulis
dan mendapatkan data serta informasi dari pegawai dari PT Jala Nusantara
Mardika pada.

Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung
terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada
di PT Jala Nusantara Mardika. Sehingga peneliti dapat menentukan informan
yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat,
nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan

informasi untuk kepentingan penelitian.
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Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2019) Studi pustaka adalah pengumpulan data
dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah,
artikeldan jurnal yang berkaitan degan penelitian. Studi pustaka ini bertujuan

untuk memperoleh dasar-dasar teori dengan masalah yang akan dibahas.

Kuesioner (Angket)

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya (Sugiyono, 2013:199).

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti
tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan
dari responden. Kuisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau
terbuka, dapat diberikan kapada responden secara langsung atau dikirim melalui
pos, internet, maupun secara langsung dengan bertatap muka antara peneliti dan
responden.

Pada penelitian ini kuisioner diberikan kepada karyawan PT Jala
Nusantara Mardikaserta awak kapal yang bekerja pada kapal CS Pacific
Guardian milik PT Jala Nusantara Mardika. Dalam setiap kuisioner yang

disebarkan kepada responden terdiri dari 2 bagian pertanyaan yaitu :

a. Bagian pertama berisikan 10 pertanyaan mengenai Aspek Legal.

b. Bagian kedua berisikan 10 pertanyaan mengenai Perjanjian Kerja.

Masing-masing pertanyaan akan diberikan setiap pilihan jawaban yang
diberikan bobot nilai berdasarkan skala likert. Menurut Sugiyono (2013:132-
133) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian,
fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang
selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian
indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item
instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala penilaian untuk

pernyataan sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Skala Likert (Likert Scale) sebagai Tolak Ukur Penilaian

No Alternatif Jawaban Bobot Nilai
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (S) 4
3 Kurang Setuju (KS) 3
4 Tidak Setuju (TS) 2
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber : Sugiyono (2017:94)

Ketika data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data,

disajikan dalam bentuk table dan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunalan

analisis deskriptif atas variabel independen dan dependennya selanjutnya

dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor responden.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden yang diperoleh kemudian

disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan. Penskoran dilakukan

dengan menggunakan skala likert dengan interval skor 1 (sangat tidak setuju) ,

skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Kurang Setuju), skor 4 (Setuju) sampai dengan 5

(sangat setuju).

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Instrumen

Nomor Nomor Soal
Variabel | Dimensi Indikator Soal Soal Yang
Dihapus | Dipakai

Aspek Kepatuhan terhadap regulasi | Tingkat kepatuhan 1,2 2 1
Legal (X) [Kepatuhan terhadap regulasi | Audit kepatuhan 3.4 4 3

Kepatuhan terhadap regulasi Pelanggaran yang ditemukan | 56 5 6

Kepatuhan terhadap regulasi Sanksi dan denda 7.8 7 8

Pengelolaan Kontrak Proses Persetujuan 9,10 9 10

Pengelolaan Kontrak Pembaruan Kontrak 11,12 11 12

Pengelolaan Kontrak Pelanggaran Kontrak 13,14 13 14

Pengelolaan Kontrak Kepatuhan Kontrak 15,16 15 16

Litigasi dan Penyelesaian | Jumlah kasus 17.18 17 18

sengketa )

Litigasi dan Penyelesaian | Biaya litigasi 19.20 19 20

sengketa )

Litigasi dan Penyelesaian | Waktu penyelesaian 2122 71 9

sengketa

Litigasi dan Penyelesaian | Hasil penyelesaian 2324 23 24

sengketa

Hukum ketenagakerjaan Kepatuhan ketenagakerjaan | 2526 25 26
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Hukum ketenagakerjaan Keluhan karyawan 27,28 27 28
Hukum ketenagakerjaan Litigasi ketenagakerjaan 29,30 29 30
Hukum ketenagakerjaan Kepuasan karyawan 31,32 31 32
Perizinan dan izin usaha Kepatuhan perizinan 33,34 33 34
Perizinan dan izin usaha Audit perizinan 35,36 35 36
Perizinan dan izin usaha Waktu pengurusan izin 37,38 37 38
Perizinan dan izin usaha Pelanggara Izin 39,40 39 40
Perjanjian | Kejelasan dan kelengkapan | Deskripsi pekerjaan yang 12 5 |
Kerja (Y) | kontrak jelas ’

Kejelasan dan kelengkapan | Pemahaman karyawan

34 4 3
kontrak
Kejelasan dan kelengkapan | Ketentuan kotrak

5,6 6 5
kontrak
Transparasi dan komunikasi Keterbukaan informasi 7.8 8 7
Transparasi dan komunikasi Umpan balik karyawan 9,10 10 9
Kepuasan dan kesejahteraan | Tingkat kepuasan 11.12 12 1
karyawan ’
Kepuasan dan kesejahteraan | Keluhan karyawan 13.14 14 13
karyawan ’
Kepuasan dan kesejahteraan | Retensi karyawan 15.16 16 15
karyawan ’
Penyelesaian Sengketa Jumlah sengketa 17,18 18 17
Penyelesaian Sengketa Waktu penyelesaian 19,20 20 19
Penyelesaian Sengketa Keberhasilan penyelesaian 21,22 22 21

Sumber : Data Diolah Peneliti

Maka dibuat kuesioner yang dijadikan untuk mencari data dipenilitian

terlampir di lampiran 11.

E. POPULASI SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam suatu penelitian merupakan sekumpulan objek yang

dapat dijadikan sumber penelitian yang berbentuk benda-benda, manusia

ataupun peristiwa yang terjadi sebagai objek atau sasaran penelitian. Populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki

kuantitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditasikkesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi penelitian

ini yaitu karyawan yang berada di PT Jala Nusantara Mardika dan CS Pacific

Guardian yang berada di seluruh divisi sebanyak 50 orang menguji uji

instrument yaitu Validitas serta Reliabilitas.
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2. Sampel Jenuh

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah
populasi relative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan
kesalahan yang sangat kecil. (Sugiyono, 2013:122).

Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan
pada PT Jala Nusantara Mardika dan CS Pacific Guardian. Dalam menyebar
kuesioner sebagai responden adalah karyawan pada PT Jala Nusantara Mardika

serta awak kapal dari CS Pacific Guardian.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang diambil adalah teknik sampel jenuh, sampel jenuh
adalah teknik penetuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian
yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
(Sugiyono. 2013:122)

Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan
yang berada pada PT Jala Nusantara Mardika dan CS Pacific Guardian. Dalam
menyebar kuesioner sebagai responden adalah karyawan pada PT Jala Nusantara

Mardika serta awak kapal dari CS Pacific Guardian sebanyak 50 orang.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2013: 206) dalam penelitian kuantitatif, analisis data
merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam
analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis
responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden,
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab
perumusan masalah, dan melakukan perhitugan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan.

Proses pengolahan data dengan memecah data menjadi beberapa bagian
pokok yang selanjutnya dipakai untuk menguji hipotesis disebut proses analisis data,
sehingga data menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca serta mudah
diinterpretasikan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu

dengan teknik analisis statistik yaitu sebagai berikut :
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Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik dekriptif adalah statistik yang digunakan untuk
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau melampirkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:206). Analisa
deskriptif digunakanuntuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang ciri
responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan
analisis deskriptif atas variabel independen dan dependen yang selanjutnya
dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor dari kuesioner yang telah
diperoleh dari responden.

Dalam mengukur penilaian per responden menjawab mengenai seluruh
item pernyataan variabel yang telah diberi bobot, dengan menggunakan rumus

penilaian interval kelas rata-rata sebagai berikut:

3 Rentang
- Banyak Kelas Interval
Keterangan :
P : Panjang Kelas Interval
Rentang : Nilai Tertinggi — Nilai Terendah
Banyak Kelas Interval .5

Penetapan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari
perbandingan antara skor actual dan skor ideal. Perolehan kecenderungan
jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban

dikategorikan pada rentang skor berikut ini:

Skor minimum o1
Skor maksimum 5

. 5-1
Lebar Skala * P=—=08

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Tabel Rata-Rata Jawaban Responden

4,21-5,00 Sangat Baik (SB)
3,41-4,20 Baik (B)

2,61-3,40 Kurang Baik (KB)
1,81-2,60 Tidak Baik (TB)
1,00-1,80 Sangat Tidak Baik (STB)

Sumber : Sugiyono (2017)
Untuk mengklasifikasikannya dapat dilihat pada garis kontinum sebagai
berikut:

Sangat Tidak Baik | Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
1.00 1.80 2.60 3,40 4.20 5.00
Gambar 3.1

Garis Kontinum

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data
secara deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang menganalisis data dengan cara
menyampaikan data-data yang ada dengan sejelas-jelasnya beserta masalah yang

ada didalam skripsi ini.

Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2017:36) Analisis verifikatif adalah metode
penelitian digunakan untuk mengetahui dan menguji data dengan menggunakan
perhitungan statistic untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
Seberapa besar pengaruh kompetensi, beban kerja dan kompensasi terhadap
kinerja. Adapu alat verifikatif yang digunakan penulis adalah program /BM
SPSS versi 26.0.
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3.

Uji Instrumen

a.

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017: 125) menunjukkan derajat ketepatan
antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang
dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur
apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid
atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Uji
validitas dilakukan pada responden sebanyak 50 karyawan PT Jala
Nusantara Mardika dan CS Pacific Guardian.

_ nYXY - XYY
I XZ— (X2, /0T Y2 — (L V)2

Keterangan :

r = besarnya kolerasi atau hubungan antara variabel X dan Y
n = jumlah sampel

Ixy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

Dxy = jumlah perkalian antara variabel X dan Y

>x2 = jumlah kuadrat nilai X (variabel bebas)

Yy? = jumlah kuadrat nilai Y (variabel terikat)

(>x?)  =jumlah nilai X kemudian dikuaratkan

(Cy?)  =jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

Bila koefisien kolerasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3)
maka butiran instrument dinyatakan valid Sugiyono (2017:1314).
Selanjutnya bila kolerasi dibawah 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa
instrument tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS
validitas suatu buturan pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS.
Pada tabel dengan judul item — Total Statistic. Menilai kevalidan masing-
masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item - Total
Correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan
dikatakan vakid jika rhiung yang merupakan corrected item — total correlation
> 0,03 (Priyatno 2013). Maka dapat disimpulkan:

1) Jika rhiwng > rtabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid
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2) Jika rhiung < rabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid

3) Nilai rhiwing dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation
Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2017: 130) menyatakan bahwa uji reliabilitas
adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan pada
responden sebanyak 50 karyawan di PT Jala Nusantara Mardika dan
beberapa crew  kapal CS Pacific Guardian, dengan menggunakan
pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan
ditentukan reliabilitasnya.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu
angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi
ditunjukan dengan nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum
reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika > 0.600. Pengujian
reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach
karenainstrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat.

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

k-2
k-1 a2

Keterangan :

Tii = Reliabilitas yang dicari
k = banyaknya butir pertanyaan yang di uji
Yo 4? = jumlah varians skor tiap tiap item
ct? = varians total
Maka dapat disimpulkan :

1) Apabila o £>> (Alfa Crounbach = 0,60) maka alat ukut tersebut handal
(reliable).

2) Apabila 6 £? > (Alfa Crounbach = 0,60) maka alat ukut tersebut tidak
handal (reliable).

Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha >
dari 0,6 (Priyatno, 2013: 30).
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Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah
rumus Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal
jika signifikansi > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal, jika signifikansi
<0,05.

Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan
kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam
bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya
hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi (Sugiyono, 2018).

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mencari saling
hubungan atau keeratan hubungan antara variabel bebas (independen
variable) yang dinyatakan dalam (X) dan varibel tidak bebas (dependent
variable) yang dinyatakan dalam (Y), adapun rumus mencari koefisien
korelasi:

nyXYy - XYY
VRIX2 - (TX)?Yn.T Y- (TY)?

Keterangan :

r = besarnya korelasi atau hubungan antara variabel X dan Y
X = variabel beba s
Y = variabel terikat

n = jumlah sampel

Koefisien korelasi (r) menunjukan derajat korelasi antara variabel
independen dan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi harus terdapat
dalam batas-batas -1 hingga +1 (-1<r < +1) yang menghasilkan beberapa

kemungkinan, antara lain sebagai berikut :

1) Tanda positif menunjukan adanya korelasi positif dalam variabel-
variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-
nilai X akan diakui dengan kenaikan dan penurunan Y. Jika r = +1 atau

mendekati 1 maka menunjukkan adanya pengaruh positif antara
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variabel-variabel yang diuji sangat kuat.

2) Tanda negatif menunjukan adanya korelasi negatif antara variabel-
variabel yang diuji, berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti
dengan penurunan nilai Y dan sebaliknya. Jika R = -1 atau mendekati -
1 maka menunjukan adanya pengaruh negatif dan korelasi variabel-
variabel yang diuji lemah.

3) Jika R =0 atau mendekati 0 maka menunjukan korelasi yang lemah atau
tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti dan

diuji.
Tabel 3.4

Tabel Hubungan Interval Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Koefisien Korelasi
0,00-0,19 Sangat Rendah
0,20 - 0,39 Rendah

0,40 - 0,59 Sedang

0,60 - 0,79 Tinggi

0,80 - 1,00 Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono (2018)

Analisis Koefisien Penentu Determinasi

Analisis determinasi (R?) adalah mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R? yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel dependen saangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,
2018:97). Dalam penelitian ini, analisis determinasi digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menerangkan
variasi variabel dependen.

Untuk mengetahui nilai dari koefisien determinasi, maka dalam
penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

KD = R?x 100%
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Keterangan:
KD = Koefisien Determinasi
R? = koefisien Korelasi X dan Y

Fungsi dari koefisien penentu adalah

a) Menentukan kelayakan penelitian menggunakan model regresi linier.
Jika mendekati 1 maka layak digunakan, sedangkan apabila mendekati
0, maka tidak layak digunakan.

b) Menentukan peranan variabel tak terikat dan mempengaruhi variabel
terikat (%).

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya kelinieran pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian ini menggunakan rumus regresi linier (Riduwan,
2005:145) sebagai berikut :

Y=a+bX

Dimana :

_EV-bITX
g ) =D A
n
_nTXY - (EX)EY)
T nYX2-(TX?)

Keterangan :
a= Merupakan titik potong sumbu Y dengan garis regresi (Y =a + bX)
b = Koefisien regresi, mengukur kenaikan yang sebenarnya dalam hal

persatuan kenaikan X.
Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang penulis Gunakan adalah uji hipotesis berbanding
terbalik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan

nilai thiwung terhadap teaple untuk mengetahui nilai thiwng digunakan rumus :
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a.

Maka dapat disimpulkan :

Jika thitung < tiable, maka Ho = diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada
hubungan yang signifikan antara X dan Y. (Ho : p=0)

Jika thiung < twvle, maka Ho = ditolak dan Ha diterima, artinya ada
hubungan signifikan antara X dan Y. (Ha : p # 0) p = nilai korelasi

dalam formulasi yang dihipotesiskan.
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BAB 1V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

1.

Profil Perusahaan

PT Jala Nusantara Mardika adalah perusahaan pelayaran yang didirikan
pada tahun 2017. PT Jala Nusantara Mardika merupakan salah satu perusahaan
pelayaran yang bergerak di bidang pemasangan kabel bawah laut dan perawatan
kabel bawah laut. Kapal yang digunakan adalah cable ship Pacific Guardian. PT
Jala Nusantara Mardika mempunyai jaringan yang luas dengan harapan dapat
berkontribusi untuk mendukung mengurangi biaya operasional telekomunikasi
pada biaya instalasi dan biaya restorasi, khususnya di industri kabel bawah laut.
PT Jala Nusantara Mardika mempunyai 2 layanan kunci, yaitu:

a. Pemasangan dan Restorasi Kabel Fiber Optik Bawah Laut

PT Jala Nusantara Mardika menyediakan layanan pemasangan dan
perawatan kabel fiber optik bawah laut sebagai solusi untuk jaringan
telekomunikasi lokal. PT Jala Nusantara Mardika menawarkan solusi
pemasangan, perawatan, dan perbaikan darurat dengan kemampuan untuk
merencanakan, memasangkan, menanamkan, menyimpan, menguji,
mencari, memulihkan, dan menjaga kabel fiber optik bawah laut.

b. Remotely Operation Vehicle (ROV) Operation

PT Jala Nusantara Mardika juga menyediakan layanan ROV untuk ragam
operasional dan pekerjaan kabel bawah laut termasuk inspeksi, pencarian,
monitor, perbaikan dan perawatan, dan penanaman. ROV menggunakan
peralatan penentu posisi seperti DGPS dan USBL. ROV ST 207 dapat
menyediakan solusi untuk pelacakan dan penentuan posisi. ROV juga dapat

menginspeksi penerimaan data dan manajemen.



Setelah sekian tahun PT Jala Nusantara Mardika berdiri, perusahaan
ini telah melakukan proyek pemasangan kabel bawah laut. Seperti
pemasangan kabel bawah laut untuk Palapa Ring Timur, Sabang-Meulaboh,
dan Labuan Bajo-Roka-Tenda. Serta melakukan perbaikan kabel bawah
laut. Seperti perbaikan kabel bawah laut Jakarta-Mentigi, Manado-Undung
Siau, Manokwari-Numfor, Sabu-Ba’a, MIC1, Bali-Lombok, Kupang-Ende-
Labuan Bajo, Jimbaran Piger, Ondong-Siau-Tahuna, dan SMPCS Biak-

Sorong.

2. Karakteristik Responden

Penggolongan terhadap responden bertujuan untuk mengetahui
karakteristik responden dengan objek penelitian. Penggolongan disajikan dalam
tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Keterangan

Jumlah Persentase
Laki-Laki 39 78%
Perempuan 11 22%
Total 50 100%

Sumber: Data Penulis Tahun 2024

Diagram 4.1

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
50 jawaban

@ Laki-Laki
@® Perempuan

Sumber: Google Form
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Dari tabel di atas, diketahui jika mayoritas responden di PT Jala
Nusantara Mardika berjenis kelamin laki-laki dengan total 39 orang (78%),
perempuan dengan total 11 (22%). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan
bahwa responden di PT Jala Nusantara Mardika mayoritas berjenis kelamin laki-
laki.

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia Keterangan
Jumlah Persentase
<20 Tahun 0 0%
21-30 Tahun 24 48%
31-40 Tahun 12 24%
41-50 Tahun 13 26%
>51 Tahun 1 2%
Total 50 100%

Sumber: Data Penulis Tahun 2024

Diagram 4.2

Diagram Responden Berdasarkan Usia

Usia
50 jawaban

@® <20 Tahun
@ 20-30 Tahun
31-40 Tahun
® 41-50 Tahun
E———1 @® >51 Tahun
%

Sumber: Google Form

Dari tabel di atas, diketahui jika mayoritas responden di PT Jala
Nusantara Mardika berusia 20-30 tahun dengan total 24 orang (48%), 41-50
tahun dengan total 13 orang (26%), 31-40 tahun dengan total 12 orang (24%),
dan tidak ada responden yang berusia <20 tahun. Dengan demikian, maka dapat

disimpulkan bahwa responde di PT Jala Nusantara Mardika mayoritas berusia
20-30 tahun.
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Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Jabatan

Keterangan
Jabatan
Jumlah Persentase
Master 2 4%
CcO 2 4%
20 1 2%
30 3 6%
CE 2 4%
2E 1 2%
3E 3 6%
OIM 2 4%
DP Operation 2 4%
LCE Operator 2 4%
ROV Supervisor 2 4%
ROV Pilot Tech 6 12%
Cable Engineer 1 2%
Deck Supervisor 1 2%
Vice President 1 2%
Technical manager 1 2%
HSE & Crewing Manager 1 2%
Staff Operational 5 10%
Head of Procurement 1 2%
Staff Procurement 3 6%
Division Head Maintenance
. 1 2%
Service
Project Manager Restorasi
1 2%
Laut Dalam
Project Manager Maintenance
. 1 2%
Service
Manager Area Extended &
1 2%
Salendang
Supervisor Call Center /
) 1 2%
Network Operation Center
Manager  Restorasi  Laut
. 1 2%
Dangkal & Patroli
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Admin Support 2 4%
Total 50 100%
Sumber: Data Penulis Tahun 2024

Diagram 4.3

Diagram Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan
50 jawaban

@ Master
® co
) 20
® 20
@®CE
® 2E
® 3E
® oM

174V

Sumber: Google Form

Dari tabel di atas, diketahui jika mayoritas responden di PT Jala
Nusantara Mardika memangku jabatan sebagai ROV Pilot Tech dengan total 6
orang (12%), Master dengan total 2 orang (4%), CO dengan total 2 orang (4%)),
20 dengan total 1 orang (2%), 30 dengan total 3 orang (6%), CE dengan total 2
orang (4%), 2E dengan total 1 orang (2%), 3E dengan total 3 orang (6%), OIM
dengan total 2 orang (4%), DP Operation dengan total 2 orang (4%), LCE
Operator dengan total 2 orang (4%), ROV Supervisor dengan total 2 orang (4%),
ROV Pilot Tech dengan total 6 orang (12%), Cable Engineer dengan total 1
orang (2%), Deck Supervisor dengan total 1 orang (2%), Vice President dengan
total 1 orang (2%), Technical Manager dengan total 1 orang (2%), HSE &
Crewing dengan total 1 orang (2%), Staff Operational dengan total 5 orang
(10%), Head of Procurement dengan total 1 orang (2%), Staff Procurement
dengan total 3 orang (6%), Division Head Maintenance Service dengan total 1
orang (2%), Project Manager Restorasi Laut Dalam dengan total 1 orang (2%),
Project Manager Maintenance Service dengan total 1 orang (2%), Manager Area
Extended & Salendang dengan total 1 orang (2%), Supervisor Call Center /
Network Operation Center dengan total 1 orang (2%), Manager Restorasi Laut

Dangkal & Patroli dengan total 1 orang (2%), Admin Support dengan total 2
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orang (4%). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa respondendi PT
Jala Nusantara Mardika mayoritas berusia memangku jabatan sebagai ROV Pilot
Tech.

Tabel 4.4

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Keterangan
Terakhir Jumlah Persentase
SMP 0 0%
SMA 11 22%
S1 32 64%
S2 7 14%
S3 0 0%
Total 50 100%

Sumber:; Data Penulis Tahun 2024

Diagram 4.4

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

50 jawaban

@® SmP

® SMA
s1

® s2

@ s3

Sumber: Google Form

Dari tabel di atas, diketahui jika responden di PT Jala Nusantara Mardika
menempuh pendidikan terakhir pada jenjang SMA tahun dengan total 11 orang
(22%), S1 dengan total 32 orang (64%), S2 dengan total 7 orang (14%), dan
tidak ada responden yang menempuh pendidikan terakhir pada jenjang SMP dan
S3. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responde di PT Jala

Nusantara Mardika mayoritas menempuh pendidikan terakhir pada jenjang S1.
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Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan
Pendidikan Terakhir
Jumlah Persentase
Kurang Dari 1 Tahun 7 14%
1-3 Tahun 18 36%
Lebih Dari 3 Tahun 25 50%
Total 50 100%

Sumber: Data Penulis Tahun 2024
Diagram 4.5

Diagram Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Pendidikan Terakhir

50 jawaban

@® SmP

® SMA
s1

® s2

@® s3

Sumber: Google Form

Dari tabel di atas, diketahui jika responden di PT Jala Nusantara Mardika
berdasarkan lama bekerja kurang dari 1 tahun dengan total 7 orang (14%), 1-3
tahun dengan total 18 orang (36%), dan lebih dari 3 tahun dengan total 25 orang
(50%). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa responden pada di PT

Jala Nusantara Mardika mayoritas bekerja selama lebih dari 3 tahun.
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ANALISIS DATA
1. Analisis Statistik Deskriptif

Salah satu cara agar data dapat dengan mudah dipahami, maka analisis
deskriptif adalah salah satu dari bagian statistik yang digunakan. Tanggapan dari
30 responden mengenai ‘“Pengaruh Aspek Legal terhadap Perjanjian Kerja
Bawah Air pada PT Jala Nusantara Mardika” yang diukur menggunakan 31 butir
pernyataan dari dua dimensi antara lain: Aspek Legal dan Perjanjian Kerja.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel X (Aspek Legal)

KRITERIA JAWABAN Total
Ne- 2 3 4 5

1 |0 4 9 8 29 50
2 |0 0 6 18 26 50
3]0 0 5 22 23 50
4 10 0 10 21 19 50
5 [0 0 8 16 26 50
6 |0 5 8 10 27 50
7 1o 0 8 18 24 50
8 |0 0 10 19 21 50
9 |0 0 6 20 24 50
10 |0 0 8 18 24 50
11 |0 2 5 17 26 50
12 |0 0 10 16 24 50
13 |0 0 5 25 20 50
14 |0 0 6 24 20 50
15 |0 3 4 22 21 50
16 |0 0 9 20 21 50
17 |0 0 8 21 21 50
18 |0 0 7 21 22 50
19 |0 0 6 23 21 50
20 |0 0 8 25 18 50
Jumlah 1000
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Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Y (Perjanjian Kerja)

KRITERIA JAWABAN
No. Total

1 2 3 4 5
1 0 6 3 15 26 50
2 0 0 10 9 31 50
3 0 2 6 16 26 50
4 0 4 7 11 28 50
5 0 2 7 16 25 50
6 0 2 10 13 25 50
7 0 2 13 28 50
8 0 4 4 18 24 50
9 0 1 10 11 28 50
10 |0 2 9 19 20 50
11 |0 3 5 15 27 50
Jumlah 550

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Aspek Legal dan
Perjanjian Kerja. Pengukuran pada variabel tersebut menggunakan skor 1 untuk
terendah dan 5 untuk skor tertinggi. Sehingga interval skor tersebut adalah:
Interval = (Nilai Maksimal — Nilai Minimal) / (Jumlah Kelas) = (5-1) / 5= 0.80
Sehingga diperoleh batasan penilaian terhadap masing-masing variabel adalah
sebagai berikut:
1,00-1,79 = Sangat rendah
1,80-2,59 = Rendah
2,60-3,39 = Cukup
3,40-4,19 = Tinggi
4,20-5,00 = Sangat tinggi
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a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel X (Aspek Legal)

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Kepatuhan Terhadap Regulasi

No | Pernyataan Kriteria Jawaban Jumlah | Nilai | Ket.
1 (2|3 4 5

1 Tingkat kepatuhan | Frek |0 | 4|9 8 29 |50 4,24 | Sangat
terhadap regulasi | Skor | 0 | 8|27 |32 |145 212 Tinggi
perusahaan di tempat
saya bekerja sangat
tinggi.

2 Perusahaan saya rutin | Frek |0 | 0| 6 18 |26 |50 4,4 | Sangat
melakukan audit | Skor |0 | 0|18 |72 | 130 | 220 Tinggi
kepatuhan.

3 Pelanggaran yang | Frek |0 | 0|5 22 123 |50 4,26 | Sangat
ditemukan dalam audit | Skor |0 | 0| 15 |88 | 115|218 Tinggi
selalu  ditindaklanjuti
oleh perusahaan.

4 Perusahaan patuh | Frek |0 | 0|10 |21 |19 |50 4,18 | Tinggi
terhadap sanksi dan | Skor |0 |0]|30 |84 |95 |209
denda jika terjadi
pelanggaran peraturan.

Jumlah 0 [4]30 |69 |97 |200 4,27 | Sangat

Skor 0 | 8/90 |276 | 485 | 859 Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi kepatuhan terhadap regulasi masuk
dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,27 (skala terendah

satu dan tertinggi lima).
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Tabel 4.9

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Pengelolaan Kontrak

Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai | Ket.
1123 4 5
5 Proses persetujuan di | Frek | 0| 0| 8 16 |26 50
perusahaan saya | Skor |0 0|24 |64 |130 |218 436 Sangat
berjalan dengan cepat ’ Tinggi
dan efisien.
6 Perusahaan selalu | Frek | 0| 5|8 10 |27 50
memberitahukan Skor | 0 209 L
4,18 | Tinggi
pembaruan  kontrak 10124 |40 | 135
kerja tepat waktu.
7 Pelanggaran  kontrak | Frek | 0| 0| 8 18 |24 50
) ] ) Sangat
ditangani dengan serius | Skor | 0 216 4,32 o
0124 |72 | 120 Tinggi
oleh perusahaan.
8 Perusahaan Frek (0[O0 10 |19 |21 50
memastikan karyawan | Skor | 0] 0|30 |76 | 105 |211
dan manajemen Sangat
] 4,22 o
perusahaan mematuhi Tinggi
kontrak yang telah
disepakati.
Jumlah 05 B4 63 98 200 127 Sangat
Skor oflofto2 52 [490 | 854 ’ Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi pengelolaan kontrak masuk dalam

kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,27 (skala terendah satu

dan tertinggi lima).
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Tabel 4.10

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Litigasi dan Penyelesaian Sengketa

Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1123 4 5
9 Jumlah  pelanggaran | Frek | 0| 0| 6 20 |24 |50
) Sangat
terkait aspek legal | Skor 218 4,36 o
. 00|18 |80 120 Tinggi
sedikit.
10 | Biaya  penyelesaian | Frek | 0| 0| 8 18 |24 |50
sengketa yang | Skor 216
dikeluarkan Sangat
) 4,32 o
perusahaan tidak 0710124 |72 120 Tinggi
terlalu merugikan
perusahaan.
11 | Pelanggaran  terkait | Frek | 0| 2|5 17 |26 |50
aspek legal di | Skor | 04|15 |68 |130 |217
Sangat
perusahaan 4,34 o
. . Tinggi
diselesaikan dalam
waktu yang cepat.
12 | Hasil penyelesaian | Frek | 0| 0| 10 |16 |24 |50
pelanggaran terkait | Skor | 0] 0|30 |64 [120 |214 408 Sangat
aspek legal di ’ Tinggi
perusahaan selalu adil.
Jumlah 012129 |71 |98 |200 433 Sangat
Skor 0l4]87 P84 K90 | 865 ’ Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi litigasi dan penyelesaian sengketa

masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,33 (skala

terendah satu dan tertinggi lima).
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Tabel 4.11

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Hukum Ketenagakerjaan

Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1/2|3 4 5
13 | Perusahaan mematuhi | Frek [ 0| 0| 5 25 120 |50
semua regulasi | Skor 215 430 Sangat
ketenagakerjaan yang 0| 0|15 00 100 ’ Tinggi
berlaku.
14 | Keluhan karyawan | Frek | 0| 0| 6 24 120 |50
) ] Sangat
selalu ditangani dengan | Skor 214 4,28 o
. 00|18 |96 100 Tinggi
serius oleh perusahaan.
15 | Perusahaan menangani | Frek | 0| 3| 4 22 |21 |50
permasalahan Skor | 0] 6|12 |88 (105 | 211 422 Sangat
ketenagakerjaan ’ Tinggi
dengan baik.
16 | Saya puas dengan | Frek [ 0] 0|9 20 |21 |50
. T Sangat
kondisi  kerja di | Skor | 0| 0|27 |80 |105 |212 4,24 o
Tinggi
perusahaan.
Jumlah 013]24 |91 |82 |200 426 Sangat
Skor 0l6]72 B64 K10 | 852 ’ Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi hukum ketenagakerjaan masuk
dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,26 (skala terendah

satu dan tertinggi lima).
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Tabel 4.12

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Perizinan dan Izin Usaha

Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1/2|3 4 5
17 | Perusahaan mematuhi | Frek | 0| 0| 8 21 |21 |50
) Sangat
semua regulasi | Skor 213 4,26 o
. 00|24 |84 |105 Tinggi
perizinan yang berlaku.
18 | Perusahaan rutin | Frek [ 0] 0] 7 21 |22 |50
) Sangat
melakukan audit | Skor 215 4,30 o
. 010]21 |84 110 Tinggi
perizinan.
19 | Proses pengurusan izin | Frek | 0| 0| 6 23 |21 |50
di perusahaan | Skor | 0| 0|18 |92 [105 |215 430 Sangat
berlangsung cepat dan ’ Tinggi
efisien.
20 | Perusahaan selalu | Frek | 0] 0] 8 25 |17 |50
menindaklanjuti Skor [0]0[24 |I00 |85 |209 o
. 4,18 Tinggi
pelanggaran izin
dengan serius.
Jumlah 0[0[29 |90 |81 |200 426 Sangat
Skor 0/0[87 B60 HO5 | 852 ’ Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi perizinan dan izin usaha masuk
dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,26 (skala terendah

satu dan tertinggi lima).
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b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y (Perjanjian Kerja)

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Kejelasan dan Kelengkapan
Kontrak
Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1/2]|3 4 5
1 Deskripsi  pekerjaan | Frek | 0] 6| 3 15 |26 |50
saya mencakup semua | Skor 211 422 Sangat
tugas dan tanggung 01219 60 130 ’ Tinggi
jawab saya.
2 Perusahaan Frek |00 10 |9 31 |50
menyediakan Skor 221
. . Sangat
informasi yang cukup 4,42 o
00|30 |36 |I55 Tinggi
untuk membantu
pemahaman karyawan.
3 Ketentuan dalam | Frek | 0 6 16 |26 |50
kontrak kerja | Skor | 0| 4|18 |64 [130 |216 432 Sangat
dijelaskan dengan jelas ’ Tinggi
dan rinci.
Jumlah 0819 |40 |83 | 150 430 Sangat
Skor 0p [57 [160 K15 | 648 ’ Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi Kejelasan dan kelengkapan kontrak

masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,32 (skala

terendah satu dan tertinggi lima).

Tabel 4.14

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Transparansi dan Komunikasi

Kriteria Jawaban

No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1123 4 5
4 Perusahaan  terbuka | Frek | 0| 4|7 11 |28 |50 Sangat
dalam menyampaikan | Skor 213 4,26 Tinggi
08|21 |44 (140

informasi penting
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kepada karyawan.

5 Umpan  balik dari | Frek | 0| 2|7 16 |25 |50 Sangat
karyawan selalu | Skor 215 Tinggi
diperhatikan dan 4,28
ditindaklanjuti ~ oleh 01412l o4 12
perusahaan.

Jumlah 06|14 |27 |53 |100 Sangat

Skor 0l0[42 [108 P65 |428 427 Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi transparansi dan komunikasi masuk
dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,27 (skala terendah

satu dan tertinggi lima).

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Kepuasan dan Kesejahteraan
Karyawan
Kriteria Jawaban
No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1123 4 5

6 Saya puas dengan | Frek [ 02|10 |13 |25 |50 4,22 Sangat
kondisi kerja saya saat | Skor 211 Tinggi
o 0[4]30 |52 125
ini.

7 Keluhan karyawan | Frek | 0| 2| 7 13 |28 |50 4,34 Sangat
selalu ditangani dengan | Skor 217 Tinggi

) s s 04|21 |52 (140 =8
serius oleh perusahaan.

8 Perusahaan memiliki | Frek | 0| 4| 4 18 |24 |50 4,24 Sangat
strategi yang baik | Skor [0 8|12 |72 [120 |212 Tinggi
untuk
mempertahankan
karyawan.

Jumlah 08|21 |44 |77 | 150 4,27 Sangat

Skor Of6]| 63 176 B85 | 640 Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
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dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi kepuasan dan kesejahteraan
karyawan masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban

4,27 (skala terendah satu dan tertinggi lima).

Tabel 4.16

Rekapitulasi Tanggapan Responden Dimensi Penyelesaian Sengketa

Kriteria Jawaban

No | Pernyataan Jumlah | Nilai Ket.
1/2]|3 4 5
9 Perusahaan Frek {0110 |11 |28 |50 4,32 Sangat
memberikan informasi | Skor | 0] 2|30 |44 |40 |216 Tinggi

yang cukup tentang
jumlah  dan  jenis

sengketa yang sedang

berlangsung.

10 | Kasus sengketa di|Frek |0|2|9 19 |20 |50 4,14 Tinggi
perusahaan saya | Skor | 0| 4|27 |76 (100 |207
diselesaikan dalam

waktu yang cepat.

11 | Saya puas dengan | Frek |0|3]|5 15 |27 |50 4,32 Sangat
keberhasilan Skor | 0| 6] 15 |60 (135 |216 Tinggi
penyelesaian sengketa
yang ada.

Jumlah 0(6(24 |45 |75 | 150 4,26 Sangat

Skor ofp2|172 (180 375 | 639 Tinggi

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel tanggapan responden terhadap pernyataan, nilai
dari tiap indikator menunjukkan kategori sangat tinggi sehingga dapat
ditemukan hasil secara umum dimensi penyelesaian sengketa masuk dalam
kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata jawaban 4,26 (skala terendah satu

dan tertinggi lima).
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2. Uji Instrumen

a.

Uji Validitas
Menurut Ghozali (2017) Pengujian untuk menentukan signifikan
atau tidaknya adalah dengan membandingkan nilai 7;,,,,, , dengan 7ygpe;.

Jika 14,4 Untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari

Ttavel (Thitung ~ Traber) Maka butir-butir atau pertanyaan atau indikator

tersebut dinyatakan valid.

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai 7, .
dengan nilai 134p,; untuk n, dalam hal ini adalah jumlah sampel jenuh,
dengan taraf signifikansi 5%. Suatu pernyataan dinyatakan valid apabila
nilai 7,;,,,, , yang merupakan nilai corrected item-total correlation (dalam
SPSS 26) lebih besar daripada 7;4pe; . Dalam hal ini didapatkan 7345,
sebesar 0,279. Apabila hasil ;. lebih besar dari 14pe; yaitu 0,279

maka data tersebut dapat dikatakan valid.

1) Variabel Aspek Legal (X)

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Variabel Aspek Legal (X)

Validitas Butir-Butir

Corrected Item

Total
No. Item Correlation Ttabel Validitas

(Thitung)
Item 1 0,776 0,279 VALID
Item 2 0,832 0,279 VALID
Item 3 0,758 0,279 VALID
Item 4 0,823 0,279 VALID
Item 5 0,797 0,279 VALID
Item 6 0,777 0,279 VALID
Item 7 0,875 0,279 VALID
Item 8 0,834 0,279 VALID
Item 9 0,838 0,279 VALID
Item 10 0,875 0,279 VALID

54




Item 11 0,802 0,279 VALID
Item 12 0,843 0,279 VALID
Item 13 0,777 0,279 VALID
Item 14 0,820 0,279 VALID
Item 15 0,776 0,279 VALID
Item 16 0,812 0,279 VALID
Item 17 0,822 0,279 VALID
Item 18 0,805 0,279 VALID
Item 19 0,734 0,279 VALID
Item 20 0,782 0,279 VALID

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Pada tabel di atas dimana didapat 1;,y,.; sebesar 0,279 dengan o
= 0,05. Setelah dibandingkan dengan 774,54 dapat dibuktikan semua

pernyataan valid pada variabel Aspek Legal (X).
2) Variabel Perjanjian Kerja (Y)

Tabel 4.18
Hasil Uji Validitas Variabel Perjanjian Kerja (Y)

Validitas Butir-Butir

Corrected Item

Total
No. Item Correlation Ttabel Validitas

(Thitung)
Item 1 0,926 0,279 VALID
Item 2 0,903 0,279 VALID
Item 3 0,863 0,279 VALID
Item 4 0,926 0,279 VALID
Item 5 0,887 0,279 VALID
Item 6 0,881 0,279 VALID
Item 7 0,868 0,279 VALID
Item 8 0,895 0,279 VALID
Item 9 0,880 0,279 VALID
Item 10 0,906 0,279 VALID
Item 11 0,896 0,279 VALID

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0
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Pada tabel di atas dimana didapat 1;,4,.; sebesar 0,279 dengan o
= 0,05. Setelah dibandingkan dengan 774,54 dapat dibuktikan semua

pernyataan valid pada variabel Perjanjian Kerja (Y).
Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dan suatu
variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai cronbach’s Alpha > 0,60

(Ghozali, 2017). Dan dapat diketahui dengan rumus :

Yo/
=G0

Keterangan:

r : Koefisien reliabilitas instrumen (Cronbanch’s Alpha)
n : Banyaknya pernyataan

Yat®*  :Total Varians pernyataan

T : Total varians

1) Aspek Legal
Tabel 4.19
Hasil Uji Reliabilitas Aspek Legal (X)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of ltems

970 20
Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai
Cronbach Alpha sebesar 0,970 > 0,60 maka kuesioner dinyatakan

reliabel.
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2) Perjanjian Kerja
Tabel 4.20
Hasil Uji Reliabilitas Perjanjian Kerja (Y)
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of tems

974 11

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai
Cronbach Alpha sebesar 0,974 > 0,60 maka kuesioner dinyatakan

reliabel.

Uji Normalitas

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila
nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal.
Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai
signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Tabel 4.21

Hasil Uji Normalitas One-sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

N 50
Normal Parameters®® Mean .0000000
Std. Deviation 476694909

Most Extreme Differences  Absolute .081
Positive .081

Negative -.071

Test Statistic .081
Asymp. Sig. (2-tailed)® .200¢
Monte Carlo Sig. (2- Sig. .557
tailed)* 99% Confidence Interval  Lower Bound 544
Upper Bound 569

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian One-Sample Kolmogorov
SmirnovTest menghasilkan asymptotic signifikansi sebesar 0,200 lebih besar

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
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4. Analisis Koefisien Korelasi

Pada penelitian yang dilakukan ini, hipotesis yang diajukan adalah

sebagai berikut:

a. Ho 1 : Tidak ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja
bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika
Ho 2 : Tidak ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja
bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika

b. Hal : Ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air
pada PT Jala Nusantara Mardika
Ha 2 : Ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah air
pada PT Jala Nusantara Mardika

Hipotesis tersebut akan dengan uji statistik parametrik, yaitu korelasi
Product Moment. Untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis ini dapat
dilakukan pengujian hasil hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi
(p- value). Jika nilai signifikansi p > 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak
terdapat hubungan signifikan positif antara Aspek Legal dengan Perjanjian
Kerja. Sebaliknya, jika nilai signifikansi p < 0,05 maka Ho ditolak, artinya
terdapat hubungan signifikan positif antara Aspek Legal dengan Perjanjian
Kerja. Dari pengumpulan data yang diambil berhasil dikumpulkan dan melewati
tahap-tahap uji validitas - reliabilitas, maka tahap selanjutnya yang harus
dilewati adalah menguji hipotesis penelitian. Pengujian ini juga menggunakan

program SPSS. Adapun hasil uji SPSS dari hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

Hasil Uji Koefisien korelasi (Pearson Product Moment)

Correlations

X Pearson Correlation 1 840"
Sig. (2-tailed) <,001
N 50 50
Y Pearson Correlation 840" 1
Sig. (2-tailed) <,001
N 50 50

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Hubungan antara variabel Aspek Legal (X) dengan Perjanjian Kerja (Y):

Dari data tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,840 dengan
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nilai signifikansi p value sebesar 0,001, karena nilai signifikansi p < 0,05, maka
Ha diterima, artinya terdapat hubungan signifikan positif antara Aspek Legal

dengan Perjanjian Kerja. Berikut adalah tabel hubungan interval koefisien

korelasi:
Interval Koefisien Koefisien Korelasi
0,00-0,19 Sangat Rendah
0,20-0,39 Rendah
0,40-0,59 Sedang
0,60-0,79 Tinggi
0,80-1,00 Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono (2018)

Nilai r = 0,840 berada pada rentang 0,80 — 1,000 artinya bahwa hal ini
menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang “sangat kuat” antara Aspek Legal
dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r
positif, berarti semakin tinggi tingkat Aspek Legal maka semakin meningkatkan

efektivitas Perjanjian Kerja.

Analisis Koefisien Penentu Determinasi

Koefisien determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel

dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen.

Tabel 4.23
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 8407 .706 .700 4816
a. Predictors: (Constant), X
h. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan hasil output SPSS diantara nilai R Square = 0,706, dapat
disimpulkan 70,6% Aspek Legal dapat menjelaskan tentang Perjanjian Kerja dan
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sisanya yaitu 29,4% (100% - 70,6% = 29,4%) disebabkan oleh faktor yang lain

di luar penelitian.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelinieran antara variabel
bebas dengan variabel terikat.
Tabel 4.24
Hasil Uji Regresi Linier X terhadap Y

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Errar Beta t Sig.
1 (Constant) -4.574 4.861 -.941 351
X 603 .056 .840 10.733 <,001

a. Dependent Variahle: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Berdasarkan output SPSS diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai
constant dan X untuk Unstandarized Coefficients. Nilai constant dari
unstandarized coefficients (0) bernilai sebesar -4,574, angka ini merupakan
angka konstan yang memiliki arti bahwa jika terdapat Aspek Legal maka nilai
dari Perjanjian Kerja adalah sebesar -4,574. Sementara itu, nilai X dari
Unstandarized Coefficients (b) bernilai sebesar 0,603, angka ini memiliki arti
bahwa setiap penambahan 1 satuan dari Aspek Legal maka akan terjadi
peningkatan di Perjanjian Kerja sebesar 0,603. Sehingga persamaan regresi

sederhana yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Y=-4,574 + 0,603X
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7. Uji Hipotesis

Tabel 4.25
Hasil Uji Hipotesis Uji t

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -4.574 4.861 -.941 .351
X .603 .056 .840 10.733 <,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan
berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Dari hasil tabel di
atas. Langkah-langkah pengujian uji t, sebagai berikut:

1) Perumusan hipotesis

a) Ho 1: Tidak ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja
bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika
Ho 2 : Tidak ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja
bawah air pada PT Jala Nusantara Mardika
b) Hal : Ada hubungan antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah
air pada PT Jala Nusantara Mardika
Ha 2 : Ada pengaruh antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah
air pada PT Jala Nusantara Mardika
2) Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% atau 0,05.
3) Hasil tpityng berdasarkan tabel di atas diperoleh tpipny dengan
menggunakan SPSS 26.0 yaitu sebesar 10,733.
4) Menentukan t;qp.; distribusi t dicari pada a = 5% : dengan derajat
kebebasan (df) n — 2 atau 50 — 2 = 48. Diperoleh hasil t;,;.; sebesar 2,010.
5) Kesimpulan Dari hasil analisis uji t diketahui bahwa ada pengaruh yang

signifikan variabel Aspek Legal (X) dan variabel Perjanjian Kerja (Y). Hal
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ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar 10,733, sedangkan
pada t;4pe; adalah 2,010 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa Ha
diterima. Selain itu juga diperoleh persamaan regresi Y= -4,574 + 0,603X.
Persamaan tersebut sesuai dengan rumus regresi linier sederhana yaitu
Y=a+bX, dimana Y merupakan lambang dari variabel terikat, a konstanta,
b koefisien regresi untuk variabel bebas (X). Sehingga dapat disimpulkan
dari hasil uji t, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y,
dengan kata lain menerima Ha yaitu: Ada Pengaruh Antara Aspek Legal
terhadap Perjanjian Kerja Bawah Air pada PT Jala Nusantara Mardika, dan
menolak Ho, yaitu Tidak Ada Pengaruh Antara Aspek Legal terhadap
Perjanjian Kerja Bawah Air pada PT Jala Nusantara Mardika. Dengan
demikian ditarik sebuah kesimpulan bahwa Aspek Legal cukup

mempengaruhi Perjanjian Kerja.

Dari hasil di atas maka peneliti menggunakan analysis factor untuk

melihat indikator mana yang paling berpengaruh dan indikator mana yang paling

tidak berpengaruh atau perlu ditingkatkan dan hal ini disajikan dalam bentuk

tabel di bawah ini:

Tabel 4.26
Hasil Analysis Factor

Variabel X (Aspek Legal) Variabel Y (Perjanjian Kerja)
X1 0,763 Yl 0,924
X2 0,835 Y2 0,906
X3 0,759 Y3 0,864
X4 0,824 Y4 0,924
X5 0,801 Y5 0,887
X6 0,764 Y6 0,881
X7 0,877 Y7 0,868
X8 0,835 Y8 0,894
X9 0,838 Y9 0,879
X10 0,875 Y10 0,908
X11 0,797 Y11 0,895
X12 0,849

62



X13 0,784
X14 0,825
X15 0,771
X16 0,813
X17 0,824
X18 0,810
X19 0,735
X20 0,783

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

1) Variabel Aspek Legal

Pada variabel Aspek Legal memiliki 5 dimensi yaitu : 1) Kepatuhan
terhadap hukum a) tingkat kepatuhan; b) pelanggaran yang ditemukan; c)
sanksi dan denda, 2) pengelolaan kontrak a) proses persetujuan; b)
pembaruan kontrak; c) pelanggaran kontrak; d) kepatuhan kontrak, 3)
litigasi dan penyelesaian sengketa a) jumlah kasus; b) biaya litigasi; c)
waktu penyelesaian; d) hasil penyelesaian, 4) hukum ketenagakerjaan a)
kepatuhan ketenagakerjaan; b) keluhan karyawan; c¢) litigasi
ketenagakerjaan; d) kepuasan karyawan, 5) perizinan dan izin usaha a)
kepatuhan perizinan; b) waktu pengurusan perizinan; c) pelanggaran izin.
Yang mana pada kelima dimensi tersebut dimensi yang memiliki nilai
paling besar adalah dimensi litigasi dan penyelesaian sengketa, sedangkan
dimensi yang paling rendah adalah dimensi perizinan dan izin usaha. Dari
indikator-indikator tersebut yang memiliki nilai paling rendah adalah
indikator waktu pengurusan izin dan indikator yang paling tinggi adalah
pelanggaran kontrak. Dan dari indikator-indikator tersebut terdapat
pernyataan dan dari pernyataan tersebut pernyataan yang memiliki nilai
paling tinggi dengan nilai 0,877 adalah “pelanggaran kontrak ditangani
dengan serius oleh perusahaan” dan pernyataan yang memiliki nilai paling
rendah dengan nilai 0,735 adalah “proses pengurusan izin di perusahaan

berlangsung cepat dan efisien”.
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2) Variabel Perjanjian Kerja

Pada variable Perjanjian Kerja memiliki 4 dimensi, yaitu 1)
kejelasan dan kelengkapan kontrak dengan indikator a) deskripsi pekerjaan
yang jelas; b) pemahaman karyawan; c) ketentuan kontrak, 2) transparansi
dan komunikasi dengan indikator a) keterbukaan informasi; b) umpan balik
karyawan, 3) kepuasan dan kesejahteraan karyawan dengan indikator a)
tingkat kepuasan; b) keluhan karyawan; c) retensi karyawan, 4)
penyelasaian sengketa dengan indicator a) jumlah sengketa; b) waktu
penyelesaian; c) keberhasilan penyelesaian. Yang mana pada keempat
dimensi tersebut dimensi yang memiliki nilai paling besar adalah dimensi
transparansi dan komunikasi dan dimensi yang paling rendah adalah
dimensi kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Dari indikator indikator
tersebut yang memiliki nilai paling rendah adalah indikator ketentuan
kontrak, sedangkan indikator yang memiliki nilai paling tinggi adalah
indikator deskripsi pekerjaan yang jelas dan indikator keterbukaan
informasi. Dan dari indikator-indikator tersebut terdapat pernyataan dan
dari pernyataan tersebut pernyataan yang memiliki nilai paling tinggi
dengan nilai 0,924 adalah “deskripsi pekerjaan saya mencakup semua tugas
dan tanggung jawab saya” dan “perusahaan terbuka dalam menyampaikan
informasi penting kepada karyawan” dan pernyataan yang memiliki nilai
paling rendah dengan nilai 0,864 adalah “ketentuan dalam kontrak kerja

dijelaskan dengan jelas dan rinci”.

C. PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari
solusi terhadap masalah yang ada. Oleh karena itu pemecahan masalah harus relevan
dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai pengaruh aspek legal terhadap perjanjian kerja di
PT Jala Nusantara Mardika. Dari pengujian yang telah penulis lakukan maka
diperoleh pemecahan masalah sebagai berikut:

Pada variabel X (Aspek Legal), indikator dengan nilai tertinggi adalah
sebesar 0,877 yaitu pada indikator pelanggaran kontrak yang berbunyi “pelanggaran
kontrak ditangani dengan serius oleh perusahaan”, maka dari itu, PT Jala Nusantara

Mardika harus mempertahankan dan memperkuat komitmennya dalam menangani
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pelanggaran kontrak dengan serius, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan
dalam hubungan bisnisnya. Dan indikator dengan nilai terendah adalah sebesar 0,735
yaitu pada indikator waktu pengurusan izin yang berbunyi “proses pengurusan izin
di perusahaan berlangsung cepat dan efisien” yang berarti PT Jala Nusantara Mardika
harus meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengurusan izin.

Pada variabel Y (Perjanjian Kerja), indikator dengan nilai tertinggi adalah
sebesar 0,924 yaitu pada indikator deskripsi pekerjaan yang jelas dan indikator
keterbukaan informasi yang berbunyi “deskripsi pekerjaan saya mencakup semua
tugas dan tanggung jawab saya” dan “perusahaan terbuka dalam menyampaikan
informasi penting kepada karyawan” maka dari itu, manajemen PT Jala Nusantara
Mardika dapat mempertahankan aspek ini dengan meminta umpan balik dari
karyawan untuk memastikan tentang relevansi deskripsi pekerjaan dan keterbukaan
informasi penting kepada karyawan. Dan indikator dengan nilai terendah adalah
sebesar 0,864 yaitu pada indikator ketentuan kontrak yang berbunyi “ketentuan
dalam kontrak kerja dijelaskan dengan jelas dan rinci” maka dari itu, manajemen PT
Jala Nusantara Mardika harus mengadopsi langkah-langkah seperti penyusunan
kontrak dengan bahasa yang mudah dipahami, melibatkan tim legal atau konsultan
hukum untuk mengulas kontrak, dan mengadakan sesi penjelasan langsung dengan

karyawan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis

mengenai Pengaruh Aspek Legal terhadap Perjanjian Kerja Bawah Air pada PT Jala

Nusantara Mardika, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Hasil uji korelasi diperoleh nilai sebesar 0,840 yang artinya terdapat hubungan
yang sangat kuat dan positif antara aspek legal terhadap perjanjian kerja bawah
air pada PT Jala Nusantara Mardika sebesar 84,0%.

Hasil uji parsial variabel Aspek Legal (X) diperoleh thitung 10,733 > ttaver 2,010
dengan taraf signifikan 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan
koefisien determinasi R square sebesar 0,706. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel aspek legal berpengaruh pada perjanjian kerja sebesar 70,6%.
Dimensi yang paling tinggi memberikan kontribusi pada variabel aspek legal
adalah pada indikator pelanggaran kontrak dengan nilai 0,877 dan indikator yang
paling rendah adalah indikator waktu pengurusan izin dengan nilai 0,735.
Sedangkan pada variabel perjanjian kerja yang paling memberikan kontribusi
dengan nilai terbesar adalah indikator deskripsi pekerjaan yang jelas dan
indikator keterbukaan informasi dengan nilai 0,924, sedangkan dimensi yang

paling rendah adalah indikator ketentuan kontrak dengan nilai 0,864.



B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas

maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.

Untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses pengurusan izin di PT Jala
Nusantara Mardika, disarankan untuk mengadopsi sistem manajemen izin
terintegrasi yang memungkinkan pengajuan dan persetujuan secara daring. Selain
itu, pembuatan SOP yang jelas, penggunaan checklist dan template perizinan,

serta pelatihan rutin bagi karyawan sangat penting. Membentuk tim khusus
perizinan dan mengadakan rapat koordinasi rutin antar departemen juga dapat
meningkatkan koordinasi. Pemantauan proses secara real-time, evaluasi kinerja
berkala, dan automasi tugas rutin dapat mempercepat proses. Terakhir, menjalin
kemitraan strategis dengan pihak berwenang akan memperlancar pengurusan izin.
Untuk memastikan ketentuan dalam kontrak kerja dijelaskan dengan jelas dan
rinci, PT Jala Nusantara Mardika dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan
menyediakan glosarium istilah, menyusun kontrak dengan struktur logis dan poin-
poin terperinci, serta mengadakan sesi sosialisasi dan konsultasi individual.
Pelatihan bagi tim HRD dan departemen hukum tentang penyusunan kontrak yang
jelas, serta proses review berkala dan pengumpulan umpan balik karyawan juga
penting. Langkah-langkah ini akan membantu karyawan memahami hak dan

kewajiban mereka dengan lebih baik.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Sape-Labuan
Bajo dan Ende-Kupang kepada PT. Mora Telematika Indonesia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No.8  TELP :(021) 3813269, 3842440 1G :@djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 FB :Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL :djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

% DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor: A . 431 /4, -824 /oye—
TENTANG

PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT

SAPE-LABUAN BAJO DAN ENDE-KUPANG KEPADA PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

:a. PT. Mora Telematika Indonesia selaku perusahaan penyedia jasa
jaringan interkoneksi domestik maupun internasional, dalam rangka
meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi yang terintegrasi,
memeriukan jaringan kabel komunikasi kabel laut jalur Sape-Labuan
Bajo dan Ende-Kupang;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun
2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi
Di Perairan, sefiap kegiatan membangun, memindahkan, dan/atau
membongkar bangunan atau instalasi yang berada di perairan harus
mendapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

c. bahwa pembangunan instalasi di perairan wajib dilengkapi dengan izin
membangun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut
setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c¢ di atas, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian
Izin Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Sape-Labuan Bajo
dan Ende-Kupang kepada PT. Mora Telematika Indonesia.

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

/4. Peraturan .......



10.

b5 &

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Normor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5884);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
75);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi
Telekomunikasi International melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang
Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 129 Tahun 2016 tentang
Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan;

/17. Peraturan ......



Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89
Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang
Laut;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 838 Tahun 2015 tentang
Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Mora Telematikan
Indonesia, Tanggal 4 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG
PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT
SAPE - LABUAN BAJO DAN ENDE - KUPANG KEPADA PT. MORA
TELEMATIKA INDONESIA.

Memberikan izin kepada

a. NamaPerusahaan : PT. Mora Telamatika Indonesia
Bidang Usaha :  Jasa Telekomunikasi
Alamat . Gedung Graha 9

JI. Penataran No. 9 Kelurahan Pegangsaan
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

d  NPWP : 01.973.886.3-007.000
e. Penanggungjawab : Ir. Galumbang Menak
f. Jabatan :  Direktur Utama

Untuk Membangun Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut Jalur Sape-Labuan
dan Jalur Ende-Kupang dengan type dan spesifikasi sebagai berikut :

- Jenis Double Amrmoured (DA);
- Single Armoured (SA);

- Light Weight (LW);
-  Panjang Kabel Jalur Sape-Labuan Bajo : + 150.275 km
- Panjang kabel Jalur Ende-Kupang . +324,456 km

Persyaratan Pembangunan Kabel Komunikasi Bawah Laut

1. Penempatan

a. Jalur Sape-Labuan Bajo, kabel akan dibangun/dipasang dari Desa
Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara
Barat dengan Beach Man Hole (BMH) Pendaratan (Landing Poinf) :
08° 30’ 7.00 LS/119° 2’ 20.78” BT dengan Pendaratan (Landing
Point) 08° 30° 7.22 LS/119° 2' 21.92" BT menuju Pendaratan
(Landing Point) di Labuan Bajo Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng
Kabupaten Manggarai Barat 08° 27° 21.13 LS/119° 57° 03.15”
dengan Beach Manhole (BMH) : 08° 27’ 22.25” S/119° 57’ 03.6” BT
sepanjang + 150,275 kilometer;

/b. Jalur .......



b. Jalur Ende-Kupang, kabel akan dibangun/dipasang di Desa Ondorea

Kecamatan Nangapada Kabupaten Ende dengan Beach Man Hole
(BMH) : 08° 47" 40.53 LS/121° 26’ 06.48" BT dan Pendaratan
(Landing Point) : 08° 47’ 41.31 LS/121° 26’ 06.28” BT menuju Batu
Nona Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pendaratan (Landing Point) :
10° 08’ 04.78 LS/123° 39’ 39.11” BT dan Beach Man Hole (BMH) :
10° 08’ 04.14 LS/123° 39’ 39.87” BT sepanjang + 324,456 kilometer;

c. Posisi koordinat jalur kabel komunikasi bawah laut, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Pemendaman

Kabel komunikasi bawah laut Sape-Labuan Bajo dan Ende-Kupang, agar
dilakukan pemendaman dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

e.

Dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan
kedalaman perairan 10 (sepuluh) meter, instalasi kabel kabel laut
harus dipendam minimal sedalam 2 (dua) meter dibawah
permukaan dasar perairan;

Pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 15
(lima belas) meter, instalasi kabel harus dipendam minimal 1 (satu)
meter dibawah permukaan dasar perairan;

Pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter
dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, instalasi kabel
harus dipendam sedalam minimal 0,5 (setengah) meter sedangkan
pada perairan yang kedalamnya lebih dari 28 (dua puluh delapan)
meter kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan dan
harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan

Kabel komunikasi bawah laut akan mengalami crossing dengan
kabel laut eksisting dengan teknis pengamanan (uraduct);

Pemendaman harus duduk stabil pada posisinya.

3. Penandaan

Dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);

Ditetapkan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar;

Diumumkan dengan mencantumkan dalam peta laut dan buku
petunjuk pelayaran serta disiarkan melalui stasiun radio pantai.

4. Pengawasan

Pengawasan umum terhadap keselamatan pelayaran dilaksanakan
oleh :
1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
Il Kupang;
2) Kepala ......



KETIGA

2) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
IV Ende;

3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas |l Labuan
Bajo; dan

4) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Sape;

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melaporkan
hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut;

b. Pengawasan teknis khusus pekerjaan bawah air dilaksanakan oleh
Petugas dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pemegang izin diwajibkan:

i

Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
selama pelaksanaan pembangunan kabel komunikasi bawah laut;

Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk :

a. Penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran
(Mapel) dengan menyampaikan nama kapal, lokasi kerja, dan
jadwal kerja pembangunan kabel komunikasi bawah laut;

b. Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama
dan setelah pembangunan kabel komunikasi bawah laut;

Berkoordinasi dengan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan
Laut untuk pembuatan Berita Pelaut Indonesia (BPI) dan pemetaan
jalur kabel komunikasi bawah laut tersebut dalam Peta Laut Indonesia;

Bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi
segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan keberadaan kabel komunikasi bawah laut;

Menyampaikan data koordinat geografis jalur kabel komunikasi bawah
laut yang telah terpasang (As Laid Drawing) kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut;

Menyampaikan sertifikat laik pakai kabel komunikasi bawah laut
setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut;

Menjaga kelestarian lingkungan;

Menggunakan perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha
Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut;

19. Waijib .......
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9. Wajib melaporkan keberadaan jalur kabel komunikasi bawah laut
kepada :

a. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ili
Kupang;

b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Ende;

c. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas |l Labuan
Bajo; dan

d. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Sape;

untuk disesuaikan dalam Rencana Induk Pelabuhan di wilayah
pelabuhan yang dilalui kabel komunikasi bawah laut;

10. Melakukan teknis pengamanan terhadap jalur kabel yang mengalami
persilangan (crossing) sesuai standard operation procedure (SOP)
sesuai ketentuan dan telah disepakati oleh para pihak;

11. Pada alur pelayaran dan daerah wajib pandu apabila dilakukan
pengembangan berupa pendalaman/pengerukan, maka pemilik wajib
melakukan pendalaman pemendaman kabel komunikasi bawah laut
sesuai kebutuhan pendalaman/pengerukan dimaksud.

12. Bersedia memindahkan dan/atau menyesuaikan pemendaman
dan/atau membongkar kabel bawah laut apabila lokasi jalur kabel akan
digunakan Pemerintah untuk kegiatan lain terkait kepentingan Nasional
dengan biaya PT. Mora Telematika Indonesia.

Jangka waktu pemanfaatan kabel komunikasi bawah laut selama 25 (dua
puluh lima) tahun dan apabila jangka waktu pemanfaatan Kabel Komunikasi
Bawah Laut telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar.

Melaporkan kondisi teknis keberadaan SKKL Sape-Labuhan Bajo dan
Ende-Kupang yang telah terpasang kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Cq Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai secara periodik
setiap 3 (tiga) Tahun melalui kegiatan survey bawah laut.

Pemberian izin membangun ini diterbitkan terkait dengan keselamatan dan
keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan
yang dilintasi jalur kabel komunikasi bawah laut, oleh karena itu pemilik
kabel komunikasi bawah laut wajib melengkapi perijinan lainnya dari
Kementerian / Lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

PT. Mora Telematika Indonesia wajib melaksanakan kegiatan
pembangunan kabel komunikasi bawah laut dalam jangka 12 (dua belas)
bulan sejak izin diterbitkan dan apabila pemilik instalasi tidak membangun
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, pemilik instalasi
dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, setelah mendapat pertimbangan teknis.

/IKEDEELAPAN .........




KEDELAPAN . Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN . Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Padg ‘-! 20 &RIL 2020

ZNTER
- «@!ﬂ?ﬁ.\ RAL PERHUBUNGAN LAUT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 'BUS H. PURNOMO

1.  Menteri Perhubungan;

2. Kepala Lembaga Pengelola dan Penyelenggara O ingle Submission,;

3.  Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

4.  Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

5.  Gubemur Nusa Tenggara Barat;

6. Gubernur Nusa Tenggara Timur;

7.  Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

8.  Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

9.  Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:

13. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

14. Kepala Distrik Navigasi Kelas || Kupang;

15. Kepala Distrik Navigasi Kelas || Benoa;

16. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas |ll Kupang;

17. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende;

18. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Labuan Baijo;

19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Sape;

20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

22. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bima;

23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai
Barat;

24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.



Lampiran Pengantar Security Clearance

Nomor A. 431/AL.824/DJPL
: Tanggal 20 APRIL 2020
Q.U_)mﬂm_:).ﬂo
Crosaband eomenny
Doc RPL Segmen Ende to Kupang
4 ENDE TO KUPANG Submarine Cable system

T H Ende B° 47671 S|121° 26.110° E 0.000 0.000 324,456 0.000€ 8.703 2.0 H Ende
50.00 0.000 0.050 DA

2__[Start Alk 8° 47.671'_ S[121° 26110 E 0.000 0.050 324.406 0.0505 8703 2.0
181.02° 0.108 10| 0.108 DA

3_|LP-Ende 8° 47.720' §|121° 26.100° E 0.108 0.150 324.207 01505 0 2.0 |0m Water Depth
184,59 0.059 100] _0.059 DA

4_[POL1/WDim 8° 47.761_8|121° 26.106' E 0.167 0.218 324.238 0218F 1 20 |im Water Depth
184.60 * 0.061 1.000 0.062 DA

5 |AC1 B* 47.704' S|121° 26.104° E 0.228 0.280 324.176 0.280E -6.016 2.0

= 16689° | 0.188 10m| _0.190 DA z

5 |AC2 8- 47804 S|121° 26.27° E| 0416 0.470 323.988 0A70E 9,648 20
146.84 * 0.321 1,000 0.325 DA

7_|ACPOL1/ TRDA/SA | B- 48.040° S|121° 26.223' E 0.738 0.785 323.661 0795 0.795| 20 2.0__|20m Water Depth DA SA
128.90 " 1.574 1,000/ 1.588 SA

8 |AG3 8° 48576 5|121° 26801 E 2312 2.385 322.071 1.509E 75072 | 15
140.09 * 0.790 1.000 0.798 SA

9 |ACPOL2/TRSA/LW | 8" 48005' S|121° 27.168° E 3.402 3.183 321.274 2.387E 2387|200 1.5__|200m Water Depth (Transitions SA LW)
14489 ° 0.433 4,000 0.450 LW

10_|ACA 8° 49.097 ' S|121° 27.304' E 3.535 3.633 320.823 0.450F 328622 | 0.0
137.35° 0.799 4400 0.831 LW

11_|ACS 8° 40416 6|121° 27500 E 4.304 4464 310.992 1.281E 571118 |00
151.97° 0.207 a0w|0.216 W

12_|ACE 8- 49616 S|121° 27662' E 4.541 4.680 319.776 1407 62621 | 00
161.16° 0.204 40w| _0.212 W

13 |AC7 8° 49.621' S}121° 27688' E 4.745 4.892 319.564 1.708E -681.889 0.0
170.71° 1.077 | 1.921 W

4_|AC8 8- 50.188' S| 121° 27.783° E 5.823 5.012 318,444 2.830F 86585 | 00
177.64° 1485 4000 1.544 W

15 |ACS 8° 51003' S|121* 27816" E 7.307 7.566 316.900 4.374E -1078.724 0.0
172.25°* 0.590 4000 0.614 LW

16_|POL2/CX B* 51.320' _S|121° 27860 E 7.898 8.170 316.286 4988 -1113.069 | 0.0 _|Crossing Cable Ende 1 (Telkom)
172.25° 0.048 4000 0.050 W

17_|AC10 8 51346 S|121° 27863 E 7.846 8.220 316.236 5.036E 1114632 |00
192.93° 0.221 4000 _0.230 W

18_|ACi1 8" 51463 S|121° 27.836" E 8.167 B.451 316.005 5.268E 110469 | 0.0
211.61° 0.223 4000 0.231 LW

19_|ACIZ B° 51566 5|121° 2717727 E 8.380 8.682 316,774 55008 1091189 | 0.0
23447 1.596 4000]  1.660 LW

20 |[AC13 B° 52068' S|121° 27.064' E 9.986 10.342 314.114 7.159E -1208.879 0.0
21.62° 1.014 4000] 1.054 LW

21_|AC14 8" 52481 S|121° 26697° E 10.999 11.396 313.060 8.214E -1287.178 | 0.0
209.13° 1115 000 1.158 W

22_|AGI5 8° 53.000° S|121° 26400° E 12.114 12.556 311.800 9.373E -1399.289 | 0.0
190.71° 5212 4000|5421 LW

23 |AC18 8° 55.788' S|121° 25872' E 17.327 17.877 306.480 14.794E -1704.58 0.0
170.46 * 2.183 aon] 2271 LW

24 _|ACIT 8° 56967 S[121° 26069 E 19510 20247 304.209 17.065€ 1833763 |00
16231° | 2491 4000 2,590 W

25_|AC1S 8- 68244 S|121° 26482 E 22,001 22.838 301,619 19.665E -1966.417 | 0.0
157.16* 9.087 4000 9.451 LW

26_|AG19 9° 02.789'_ S|121° 28408 E 31.088 32.288 292.168 29.105€ 230258 | 0.0
141.68° 4.598 ao0n|  4.782 W Ul

27_|AC20 0 04747 S|121° 20864 E 35.686 37.070 267.386 2405931 | 0.0
121.81° 5.640 4.000! 5.868

28_|AC21 9° 06.960° 5| 121° 32581' E 41.326 42936 261,520 30.754E -2456.884 | 0.0
118.86 * 119.548 4000 124,330 Lw

29 |AC22 9° a7.670° §|122° 20.794' E 160.674 167.268 157.180 164.084E -3260.203 __ 0.0
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12079° | 63.331 40| 65.864 LW
30_|AC23 B' 55268’ S|122° 59.558' E 224.205 e 233.131 91.326 228.948E -3019.927| 0.0
117.37° 5.198 aow| 5407 [
31_|Ac2a 9 56566 S|123° 02085° E 220,405 238.538 85918 235.355E 2826977 |00
98.10° 5.002 4000] 6.138 W
32 |aczs 9 57.007' S[123° 05283' E 235.307 244.676 79.780 241.493€ 26201 | 0.0
89.05 " 5.553 aoo0| 5775 W
33 |AC26 9 66.957' S|123° 08.322' E 240859 250.451 74.005 247.268E -2430.855 | 0.0
105.62° 2918 soo0| 3034 W
34_|AC27 9° 57.384'_S|123° 09.860° E 243777 253.485 70.871 250.303E 234218 | 0.0
130.33° 3.385 4000 3.499 Lw
35 |Ac28 9° 58565' S[123* 11.264' E 247.142 256.885 67472 253.8026 2170592 | 0.0
148.25° 4.758 som| 4948 LW
36_|Ac29 10° 00.761' §|123° 12635' E 251.900 261.933 62.523 258.751E -1808 0.0
133.12° 1.933 4000|2010 W
37_|POL3/CX 10° 01478’ S|123° 13408° E 253.833 263843 80513 260.761E -1503.027 | 0.0 _|Crossing Cable Kupang 1 (BAA)
i 133.12° 3.083 abon| _3.207 W
36_|AC30 10 02622’ §|123° 14640° E 266917 267.150 57.306 263.968E -1209.806 | 0.0
G 110.88* 4.851 4.000 5.045 Lw
38_|Ac31 10 03.560° S|123° 17.122° E 261.768 272.196 52.260 268.013E -843.776 | 0.0
96.38 * 9.748 4000  10.138 LW
40_|AC32 10° 04.147°_ S|123° 22426° E 271516 282.333 42.123 279.151E 698.104 | 0.0
86.31° 8.048 4000| _8.370 W
41_|Ac33 10° 03.866° ©S|123° 26824° E 270.564 290.704 33.752 287.521E 612.163 | 00
79.32* 2,125 40001 2.210 LW
42_|Ac3a 10 03.653' S|123° 27.967° E 281,689 292.814 31.542 288.731E 466.385 | 0.0
54.84° 0.484 4000]  0.504 LW
43 |AC35 10° 03501 S|123° 28.184' E 282.174 203418 31.038 290.235E 462 0.0
43.04" 1474 4000] 1,533 W
44_|PoL4/cX 10° 02917' S|123* 28.735' E 283646 294951 29,506 291.768E 520 0.0 __|Crossing Cable 2
43.04° 1.900 a000] _1.976 W
45 |AC38 10° 02163’ S|123° 29445' E 285548 206.927 27.529 203.744E -543 0.0
3102° 0.027 2 4o00]  0.028 LW
46_|POL5/CX 10° 02451' §|123" 20453 E 285575 296.955 27501 293.773E 543 0.0 Cable 3 (Tolkom,
31.03° 2317 2.409 W
47_|Acar 10° 01.073° S|123° 30107' E 287,892 _ 299.365 26.081 296.182E 562 0.0
55.13° 1.354 bﬁ_ 1.409 [
48 |AC38 10° 00653' S|123° 30.715' E 289.247 300.773 23.683 297.591E 525 0.0
73.91° 1.218 :S_ 1.267 W
49 |POL6/CX 10° 00470° S|123" 31356° E 200.465 302.040 22416 298 858E 581 0.0__|Crossing Cable Kupang 4 {Alor)
73.91° 0.701 .hm, 0.720 W
50_|Ac39 [10° 00364 S|123" 31.725' E 201.166 302.770 21686 299.587E€ 570 0.0
96.91° 1.063 4000]_1.105 7 W
51_|ACa0 10 00434° S|123° 32302° E 292.229 303.875 20681 300.692E -560.248 | 0.0
122.00" 0.796 4000 0.827 B LW
52 |ACA1 10 00662 S|123° 32672° E 293.024 304.702 19.754 301.520E 519976 | 0.0
140.20° 0.473 4000]  0.492 i W
[ 55 [AcA2 10- 00860 S[123° 32837 E 293498 306.194 19.262 302.012E 473234 |00
5 152.25° 1.568 S0 1. X
54_|AC43 10° 01,608 S5|123° 33.236° E 295055 AN 306.815 17.641 v 303.5326 389941 | 0.0
161.77° 0.343 3000 0.356 T W
55 _|Ac# 10- 01.754° S|123° 339351° E[ 295308 ~307.171 17.285 303989 0.0
12385° 0.485 4000|0483 W
36 [ACAE____ (10 01804’ S|123° 33562’ E 295863 _ 307.654 16.802_ 304.472E 339574 |00
113.69° 0.575 40| 0,508 W
57 |ACA5 T0° 02,020 S|123° 33850° E 296438 308,253 16.203 305.070E_ 271, 0.0
120,01 ° 0.273 §.__ 0. X
568 |ACA7 10~ 02084" §|123° 33.080° E Wi 296.711 _ s 308.536 15.920 " 305.354E 229573 | 0.0
| 13466° | 0.257 ot L2 0.267 S LW
50 |ACPOL3/ TR LW/SA |10~ 02.192' S| 123 34.080° E 206966 = 308.804 16,652 305621] 200 | 15
142,01 ° 2.453 7] X
60 _[Acas____ [i0° 03 [123° 34910 E 299 431 i 311.292 13,164 - 2.488E 813 15
130.53° 2313 1,000 2. A
81 |AC4D 10° 04081 S|123° 35873° E —301.745 - 313,628 10828 - —4.824F 4. 75
126,40~ 7.570 ...&* 7645 A
€7 |ACB0___ [10- Obd4Ba’_ S| 123° 30308 E 309314 l 321273 3.183 12.469E 76, 5
137.52° 0.508 i To| 0514 S SA
83 |ACPOLA/ TR SAIDA [10° 08.702"  5]123° 29387 E 300823 || 321.787 2.669 12.063E 12083] 20 2.0




a2 | 0438 7000

(125 _39.407" E| 310,261 322229 2.227 0.443E 1433 |20
[ 170.20° 1677 TO00| 1,603 DA

7237 30853 E 311.837 2 Gl 323.923 0.533 2.136E a1 20__|1m Water Depth
170.21 ° 0.024 1.000 0.024 s DA

(1237 30865° E 311961 323947 0508 Z160E 0 20| OmWater Depth
179.74° 0.302 1000] 0.305 DA

[123° 395656 _E 2% 312.264 324.252 0.204 2.466E 1302 2.0
172.76° 0.152 T 0.154 DA

68 |End Allowence_ (123~ 30866 E 312416 324.406 0.050 2519E 5.884 20

| 90.00° 0.000 0.050 DA

[123° 39.666° E 312416 324 456 0.000 2.669E 2669| 9.884 2.0 ng

312476 324,456 324,456 324456 ITotal cable Tength 324456 _




Lampiran 2. Surat Penunjukan




Lampiran 3. Pemberian [zin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No.8 TELP :(021) 3813269, 3842440 I1G :@djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX  :(021) 3811786, 3845430 FB :Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter :@djplkemenhubl51

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : A. Q62/AL. 824/ OJPL
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR
KEPADA PT. TRIASMITRA GLOBALMARINE INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Membaca . Surat permohonan PT. Triasmitra Globalmarine Indonesia Nomor 109/TGI/DIR-
PBANIII/2020 Tanggal 08 Agustus 2020.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage
dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
71 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 614);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.431/AL.824/DJPL
tanggal 20 April 2020, tentang Pemberian Izin Membangun Sistem
Komunikasi Kabel Laut Sape-Labuan Bajo dan Ende-Kupang kepada
PT. Mora Telematika indonesia.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA
PT. TRIASMITRA GLOBALMARINE INDONESIA

PERTAMA . Memberikan Izin kegiatan Pekerjaan Bawah Air, kepada :
Nama Perusahaan : PT. TRIASMITRA GLOBALMARINE INDONESIA
Alamat . The East Tower, Lantai 30 Unit G7
Ji. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.3.2 No.1 Jakarta 12950
Izin Usaha . B XXXIV-462/GM.77 Tanggal 18 Agustus 2010.

/KEDUA ............
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2

Berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. Mora Telematika Indonesia kepada PT.
Sarana Global Indonesia, Nomor 173/MTI/PD-DIRNVI1/2020 tanggal 28 Juli 2020,
perihal Pelaksana untuk melakukan kegiatan penggelaran kabel SKKL Mora
Telematika Indonesia Segment Sape - Labuan Bajo dan Ende-Kupang dan
Surat Penunjukan dari PT. Sarana Global Indonesia kepada PT. Triasmitra
Globalmarine Indonesia Nomor 108/SGI/PROC-SPK/VIII/2020 tanggal 8
Agustus 2020, untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/penggelaran
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk Segment Sape - Labuan Bajo dan
Segment Ende - Kupang milik PT. Mora Telematika Indonesia.

Menggunakan peralatan kerja bawah laut dan kapal kerja dengan data sebagai
berikut :

Nama Kapal Bendera GT/INT Tanda Master Dredge/Crew
Panggqil Kapal
PACIFIC Indonesia | 6113/3544 | YCDF2 Budi Rachmat/
GUARDIAN 19 Org

Kewajiban pemegang izin kegiatan :
a. mendapatkan Clearance In dan Clearance Out atas kapal kerja yang
digunakan kepada syahbandar setempat:

b. menjaga kelestarian lingkungan laut:

¢. menggunakan metode kerja, peralatan dan personil sesuai Standar
Keselamatan dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan:

d. pada kegiatan penyelaman agar menggunakan personil, peralatan dan
metode kerja berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP)
Keselamatan dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku;

€. memasang sarana bantu navigasi pelayaran dan/atau Maklumat Pelayaran
dan/atau Berita Pelaut Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya izin
kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;

g. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71
Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013;

h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

i. PT. Triasmitra Globalmarine Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap semua konsekwensi yang timbul terkait dengan kegiatan tersebut;

j. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementerian
Perhubungan yaitu Jasa Kenavigasian, lzin Kegiatan Salvage dan/atau
Pekerjaan Bawah Air sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang izin kegiatan tidak mematuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan
tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

/KELIMA ....
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KEENAM . Pengawasan dan pelaporan kegiatan Pekerjaan Bawah Air dilaksanakan oleh
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas lil
Kupang, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas
IV Ende, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Labuan Bajo dan
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas || Sape sesuai wilayah
kerjanya masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

28 Saplambar 2620
RAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan : :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubunga -8} ASH . PURNOMO

2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pant"/eH \3“

3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Petatasas=Felabuhan Kelas Il Kupang;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas IV Ende;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Labuan Bajo;

6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Sape;

7. Kepala Pangkalan PLP Kelas Il Tual;

8. Direktur PT. Mora Telematika Indonesia;

9. Direktur Utama PT. Sarana Global Indonesia.



Lampiran 4. Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D0. 17

JI NEDAN MERDE KA BASAT NO 6 TEL 3810008, 3506006, 3515260, 3647017, TEL SBA4492, 3455510
Ma2e80
JAKARTA - 30110 PST  A23), 6227 4200, 6135 Fax 3911785, 3545430, 3807676

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS
Nomor AL.010/514/DA-2022
Tanggal 10 Jum 2022

Pada han ini Jumat tangagal 24 Juni tahun 2022 Petugas Evaluasi /| Endorsement SIUPAL dengan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Nomor 34/1/SIUPAL/PMON/2018 Tanggal 18 April 2018 telah melaksanakan Evaluasi /
Endorsement dan verifikasi data administrasl dan teknis kepemilikan SIUPAL sesual amanat Peraturan Menten
Perhubungan Nomor PM. 83 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pangusahaan Angkutan Laut. sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Mentesi Perhubungan No, PM. 74 Tahun 2015 bahwa:

Nama Perusahaan PT. JALA NUSANTARA MARDIKA

Daomisili :GRHA 9 Lantai 4, JI. Penataran, No.9 RT/RW 010/002, Kel. Pegangsaan, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat

Penanggungjawab Perusahaan ‘TARYONO (DIREKTUR)

Alamat Penanggungjawab :Pondok Surya Mandala Blok Z/19 R1.002/Rw.013

Kel. Jaka Mulya. Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasl, Jawa Baral.

Telah manginput data sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berlaku sampai dengan 10 Juni 2024

Berita Acara Evaluasi | Endorsement Swpal | Siopsus ini merupakan penggant pengukuhan evaluasi pemegang izin per 2
{dua) tabun sekall

Demikian Berita Acara Evaluas: / Endorsemant SIUPAL ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan
dalam penetapan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Evaluss|
ANDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Ttd

~

Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 16731121 200212 1 001



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
{Bardasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Parairan)
NOMOR : .34 NISIUPAL/PMDNI2018

Bardasarkan surat parmononan Saudara No. D41/ JNMDIR-SPWIIN2018 Tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Direkiur
Jenderal Perhubungan Laut No. AL.004/08/01/DA-2018 tanggal 0g April 2018
Dibarkan Surat lzin Usaha Perusahasn Anghutan Laut (SIUPAL) kepada

Nama Perusahaan “PT.JALA NUSANTARA MARDIKA

Alamat Kantor Perusanaan EightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantal 10 Unit AH, JI,
Casablanca Raya Kav, 88, Kel, Menteng Dalam, Kec., Tebet, Jakarta
Selatan

Nama Direktur Utama/Fenanggung Jawab Arnezus Ayal

Alamat DrekturPananggung Jawab JI. Kramat Pulo Dalam 1l G 61, RT, 004/RW. 005, Kel, Kramat, Kec.
Senen, Jakarta Pusat

Nomar Pokok Wajib Pajak 1 82.578,216.6-015.000

Nilai Modad Perusahaan Rp. 50.000,000,000

Status Perusahaan PMON

th#’mmﬂu’ﬂ.

1 seliruh pi dang gan yang bedaky dibidang angkutan di p . kepelabuhan. keselamatan dan

kpamanan gan perindungan lingkungan mantem.

2 Bertanggungiawab atas kabenaran laporan keglatan operasanal yang disampaikan kepada Direktur Jengeral
Perhubungan Laut.

3. Melaporkan secara fertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut seliap tedjadi perubahan maksud dan tujuan
perusahaan, susunan DireksVKomisaris, domisii perusahaan, NPWP parusahaan dan pengurangan sena penambahan
kapai

4. Sefiap kapal yang dimilkl harus siengkapl dengan spesifikasi kapal yang merupakan baglan yang Sclak terpisahkan
dengan SIUPAL inl

5 Mongumumkan jadual bak untuk pelayaran tetap dan feratur -m liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak

taratur atau tramper melakil media massa ataup 9 | yang P nukan kepentingan pengguna dan
umujuamguun.

& Menyamp 8D p h pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

7. Meny i komposs: kepemilkan modal perusahaan paing lama 1 (saty) kall dalam 1 (satu)

ummmmrwpmmnm
8 Menyampaikan laporan kinetfa keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kak dalam 1 (satu) tahun kepads Dirskiur
Jenderal Perhubungan Lat.
9. Menyedi tasilitas ab dasi untuk lon perwes yang skan melaksanakan prakiek berayar (Proyes Laut).
bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas
10. Mernyediak gan untuk angh pot

SIUPAL | gapat dicabut langsung tanpa melakii peoses peringatan dalam hal melakukan k yang mer y 2k
Negary, gop wmumwnwmuowmkmmmmmmwmmum

usaha secara tidpx sah dan p ¥ bubarkan dirl berd P dad & yang

berwenang.

Surat zn Usaha ind berlaku untuk selunih wilayah Negara Kesatuan Republik ingk 1o g sagak tanggal dikeluarkan,

selama p ) yang b ghut jakank o usaha.

Ditetapkandi: JAKARTA

Padatanggat: 1§ APR 2018

a.n. Menteri Perhubungan

Penanggung Jawab

N KENENTERIAN STEF PUSAT | T JALA NUSANTAIA NARDUA ( 16-04-2808 Haren T |
PV Fatinet en Nespetinen o FTES SLastBIPU Sdet Shetien Says



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12S.0. 17

JI MEDAN MERDE KA BARAT NO # TEL 3810008, 3506006, 3513260, 3447017, TEL SBA4402, 3455540
a2a80
JAKARTA < 30110 PST  A23), 6227, 4200, 6135 Fax 3811786 3845450, 3507576
Nomor AL 011/167/DA-2022 Jakarta, 12 M 2022
Klasifikas i
Lampiran
Perihat Sural Keterangan Perubanan Penanggung vih Direktur

Jawab, Alamat Penanggung Jawab,
PT. JALA NUSANTARA MARDIKA

GRHA 9 Lanal 4, JI. Penataran, No. 9
RT/RW 0100002, Kel Pegangsaan, Kec
Menteng, Kota Jakaria Pusat

di
DKILJAKARTA

1. Senubungan dengan sural Saudara Nomor (M3INMDIR-SPWIVIZ022 tanggal 25 April 2022, penhal tersebut
pada pokok surat. bersama i terlampir disampaikan Swral Keterangan tentang Perubahan Penanggung Jawab,
Aamat Penanggung Jawab, pada Sweat 120 Usaha Perusahasn Angkutan Laut (SIUPAL) PT. JALA
NUSANTARA MARDIKA

2. Demian untuk digunakan sebagaimana mestinys,

AN.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan: Td

1. Direkwr Jenderal Perhubungan Laut,
2. Kepala UPT Digen Perhubungan Laut

Pembina Tkt (IV/b}
NIP. 18731121 200212 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12S8.D.17

JL MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6 TEL 3823008, 3505006, 3813200, 3447017, TEL 3544482, 3455510
wazas0

JARARTA - 30110 PST  A270, €227 4200, 4135 Fax JB11786, J8a540. IEOTETE

Sural Keterangan
No. AL.011/167/DA-2022

Berdasarkan surat Saudara PT. JALA NUSANTARA MARDIKA Nomor D43/ NMDIR-SPM/IV/2022 tanggal 25 Apeil
2022, perhal Perubshan Penanggung Jawab, Alamat Penanggung Jawsb, Perusahsan sesual dengan Akta
Perubanan No, 51 tanggal 30 Desember 2021 Nataris Rindy Ayu Rabmadiyanti, SH, M.Kn di Kab, Tangerang. ldentdas
Penangoung Jawab 3275041000640015, yang dikeluarkan oleh Prov. Jawa Barat, dengan inl diadakan perubahan
Penangoung Jawab, Alamal Penanggung Jawab,  Perusahaan sebagai berikut

< Nama Perusahaan L PT JALANUSANTARA MARDIKA

< Nomor & Tyl SIUPAL © o J4NSIUPAL/PMDN/2018 / 18 April 2018

- Peonanggung Jawab Lama . YENNY IMELDA MARTHING (DIREKTUR UTAMA)

- Penanggung Jawab Baru . TARYCNO [DIREKTUR)

- Kewarganegaraan Lama WNI

- Kewarganegaraan Baru WNI

= No KTP Penanggung Jawab Lama ¢ 3174060405700005

= No KTP Pananggung Jawab Bary ¢ 3275041009640015

- Alamat Penanggung Jawab Lama JI. Kelurahan Lama No. 29 Rt 003 Rw 010
Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan DKI Jakarta

- Aamat Penanggung Jawab Baru Pondok Surya Mandala Blok Z/18 RL.O0Z/Rw.013
Kel Jaka Mulya, Kec. Bekas Selatan. Kota Bekasi, Jawa
Barat

Surat Keterangan mi merupakan satu kesatuan yang tidak lerpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL) PT. JALA NUSANTARA MARDIKA Nomor 34/1/SIUPALIPMDN/2018 tanggal 16 Apnl 2018, sesua
dengan Peraturan Pemenntah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan d
Perawan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angiutan Laut

Demian surat keterangan mi dibuat untuk dapat digunakan seperfunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

JU MEDAN MERDEXKA BARAT NO & TEL 3813004, 3505006 3813269 Jaar01? TEL I644452, JA5E40
Jodzaa0
JAXARTA - 10110 PET 4213 4227, 4200 2135 Fax IBNITHE, FA5450, 307576
Surat Keterangan

No. AL.011/167/DA-2022

Jakarta, 12 Mei 2022

AN.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tid
Tempysan:

1. Direkwr Jenderal Perhubungan Laut.
2. Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut.
Peambina Tk.| {IV/D)

NIP. 19731121 200212 1 001



Lampiran 5. Laporan Realisasi Perjalanan Kapal (Voyage Report)

Contoh 5a
LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)

Nama Perusahaan Pelayaran : PT. Jala Nusantara Mardika

Alamat Perusahaan : GRHA 9 Lantai 4, JI. Penataran, No.9 RT/RW 010/002, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakar

Telepon : +62 21 21283031

Periode Laporan : 25 Januarl 2023 - 24 April

Status Trayek : Tramper

Tiba Berangkat Waktu Berlayar Waktu Berlabuh Bongkar Muat
Pelabuhan Asal Jarak Mil Yang di Pelabuhan Tujuan
Tol Jam Tol Jam Hari Jam Hari Jom Mulsi | Selesal | Periukan
2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14

27-Feb-23 | 2224 | 6-Mar-23 | 0142 | 43.2 7 [Merauke Anchorage
6-Mar-2: 8:42 7-Mar-23 | 1842 | 432 1 10 8.8 |Merauke Cable Ground
8-Mar-21 3:30 | 12-Mar-23 | 21:24 | 432 6.5 Merauke Anchorage
12-Mar-23 3:54 13-Mar-23 | 18148 | 990.7 1 14.9 5 11.5
19-Mar-23 | 6:18 | 21-Mar-23 | 16:00 p 2 9.7 0.7 Port
21-Mar-23 42 | 22-Mar-23 | 17:24 2 0.7 Jm
22-Mar-2: 8.06 2-Apr-23 22:18 | 320.5 11 4.2 2 0.1 Biak Anchorage
4-Apr23 | 22:24 1 16 |

Lampiran 6. Surat Persetujuan Berlayar



whi 0427072

; PP
No. Registrasi: .......... /

PERINGATAN AWAL UTAMAKAN
: TAN BERLAYAR
BERLINDUNG BILA CUACA BURL

2X 24 JAM SEBELUM FAPAL T1BA
) DIPELABUMAN TUJUAN HARAP
MELAPOR KE SYAHRANDAR DAN
STASIUN RADIO PANTAL

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

NoBB .10 .oA6 V.. 2023

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under The Shipping Act No. 17, 2008 Article 219 (1)

PACIFIC GUARDIAN

Nama Kapal: .. o, sie. hoonceossirnsas ool ARG Tonnase kotor ................ 6133,
Ship Name Gross Tonnage
INDONESIA
Bendera Kebangsaan ... esasiosseresid Bl ronccains NakhodaVENT"”E‘MNREF’NASKORTZ
Nationality Flag Master
- 8222 ,
NOMOT IMO .....ivrrrerereeiticveieerees 9‘ 1 ................ Nama Panggilan
IMO Number Call Sign
} 03/5/2023 06.00
Sesuai dengan Surat Pemyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda Tanggal..........coveveener Pukul......... ws
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated. Time LT

Bahwa kapal telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008
That ship has fully comply with the provision of Article 219 (3), Shipping Act 17, 2008

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujul untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari ... WAISAI Pada tanggal/jam %¥5%2 Pelabuhan tujuan ..PAAM................
Departure from on date/time Port of Destination
19 ORAN
Jumlah awak kapal :............. 90 ....... G .............. Dengan muatan SESU’"UO ..........
Number of Ship Crews With cargoes
Tempat Diterbitkan : WNSA' ............
Place of issued
: 03 MEI 2023 %5 SHERANDAR

Pada tanggal pGPRTEEIIN 5 % } SRR+ 7 { T ARUIPI IR ARBOGR MASTER
Date /
Jam bt SICUTIRN - 09 .OOWIT .......
Tl pyp,  “FL DIPY ol Dupp , © DUPL M N B P

. RBA, SH
P
Ao 2007121 001

1. Surat Persetujuan Berayar inl berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal wajtrme
This Port Clearance expired 24 hours due to date of isswed and ship should leave of port

2. Apabila dalam 24 jam Pemilik, agen atau Nakhoda Kapal tidak melayarkan kapalnya sefak Surat P juan Berayar diterbitkan, agar
dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila pedu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Bertayar yang baru.
Within 24 hours afier issued the port clearance, the ownier, agent or master of any vessel which fails to sails. Port Clearance shall be returned to the
Harbonr Master for the re-issued, and if so required, abtain @ new port clearance.

3. Surat Persetujuan Berayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan,
This port clearance expired if any corrections or deletions

TA. 2022



3 /PPS/WSI/V -23

Kepada
3 Yth. Kepala Kantor Unit Penyelenggara
* Pemberitahuan Kedatangan Kapal Pelabuhan Kelas I1 Raja Ampat
(PKK) Di-
RAJA AMPAT
NO [4L028/i]12/ JeuPP. WSA. ©o023
TEL | 03. MEI . 20232

Sesusai dengan PP.No.20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan
dan Kep.Menhub.No.PM.93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan Laut, dengan ini diberitahukan bahwa akan
tiba di Pelabuhan Raja Ampat Kapal Milik / Charter / Keagenan ) Sebagai Berikut:

1. Kapal / Voyage : PACIFIC GUARDIAN
2. DWT/GRT/GT : GT.6133 No.750/Ab
3. Bendera / IMO number (INDONESIA / 8222941
4. Principle / Pemilik PT.JALA NUSANTARA MARDIKA
5. General Agent PT. PULAU PATMOS SEJAHTERA
6. ABK 121 ORANG
7. Operator PT.PULAU PATMOS SEJAHTERA
8. Trayek : Tramper /LINER
9. Jenis Perusahaan Angkutan Laut : Angkutan Laut Nasional/Khusus/Pelayaran Rakyat)
10. Panjang / Draf Kapal 101,80 m 18.00 m 10.10 m =
ETA/ETD ‘Tgl 02/05/2023 Jam : 22.:00 WIT Tgl.py /05/2023 Jam. : by 00 WIT
11. Pelabuhan Asal /tujuan : Dari :SORONG Tujuan : PAAM
12. Tambat,Labuh yang di minta : K BANDAR
14. Jenis barang yang akan di :
1. Bongkar : 1) Non Kontainer : Barang Umum
Curah Kering dim karung)
Curah Cair dim drum
Kendaraan -
2) Kontainer : Isi 20° Nihil Boxer. Ton
40 Nihil Boxer. Ton
Kosong 20'...................... Nihil........... BOXEY G- omeoszoressessmspsesmoni Ton
2. Muat  :1) NonKontainer : Barang Umum :
Curah Kering dlm karung)
Curah Cair dlm drum
Kendaraan
2) Kontainer < lsi 20" Nl el (05 ) AT B Ton
40’ Nihil Boxer Ton
Kosong 20'.................... Nihil.......... BOXCT.siicsisisissosisasimssiii Ton
15. PBM.Yang ditunjuk :PT.PBM Nihil
16. Surat Penunjukan PBM ‘No. Nihil Tel
17. Rencana Derbakasi Penumpang : orang Dari
18. Rencana Embarkasi Penumpang S e sssrnas) Orang Tujuan..... . wueevereennnnns.
19. Rencana Bongkar / Muat Ton/M3 Ton/M3
Rencana Kegiatan Memulai Langsung
Gudang Lapangan
Bongkar Muat Ton/M3 Ton/M3 Truck Pipa Conveyor
20. KeteranganLain-Lainnya
21. Lapiran : a. Copy Master Cable
b.Manifest Penumpang
MENGETAHUI
An.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA WAISAI, ¢35 MEI 2023
PECAS BESINCELAS 11 RAJA AMPAT PT.PULAU PATMOS SEJATERA

CABANG WAISAI

ANTONI MASBAIT
KACAB




nor : 054/ PPS/WSI/V 223

Lampiran To-

Perihal

Kedatangan / KeberangkalanKapal

Kepada

Yth. Kepala Kantor Unit
PenyelenggaraPelabuhanKelas 1
Raja Ampat
Di-
WAISAI

NO |AL.0OK]1 /137 Jeupp. wica 2022

03. MYy - 2023

LAPORAN KEDATANGAN / KEBERANGKATAN KAPAL

Dasar Peraturan Mentri No.33 Tahun 2001 tgl 05 oktober 2001

NamaKapal . PACIFIC GUARDIAN
Bendera : INDONESIA
Ukuran : GT 6133 No. 750/Ab
Type : CABLC LAYING
Status : KEAGENAN
Trayek : TRAMPER
Owner ¢ PT.JALA NUSANTARA MARDIKA
AgenUmum : PT.PULAU PATMOS SEJAHTERA
Sub agen : PT.PULAU PATMOS SEJAHTERA
NamaNakhoda : VENTJE JAN REFNAS KORTZ
NO. TIBA BERANGKAT
1. Dari :SORONG Tujuan : PAAM
2. Tanggal :0Z MEI 2023 Tanggal 103 MEI 2023 ( :00 )
3. Bongkar Muat
& JenisBarang: ...icciiiviiniiiionennnanceonnns o JenisBarang:  fiiiaiiesieniasinsiaii
b. Jumlah srsressssaeceess FOR/M3 bodamlal: s e Ton/M3
¢. Kontainer ¢, Kontainer
= Kosong/MT 20™: .....ccoevvrnnennnneeennnsnnne Boxes = KOSONGMT 207 v sosvssvinimaatizenics Boxes
QU % cvromsnminssnsaumne RS RN AR Boxes
- Isi O i s Boxes - si
B S crnsorsmsuninesniime ssvartissons et ESORER
4 | Turun Naik
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Lampiran 7. Rencana Persetujuan Kapal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12S8.D.17

JI MEDAN MERDE KA BARAT NG 6§ TEL 3810008, 3506006, 3813200, 3647017, TEL SBAA492, 3458540
Ma2a80
JAKARTA - 30110 PST 423, €227 4200, 135 FAX J911786 3845450, 3507576
Nomer | AL 103/2000/265725/250429/23 Jakarta, 21 April 2023
Klasifikasi
G - S
) Ll rekiur Utama
D s Seeeana o PT. JALA NUSANTARA MARDIKA
Pengoperasian Kapal pada Trayek GRHA 8 Lantal 4, JI. Penataran, No.8
Tidak Tetap dan Tidak Teratur RT/RW 0100002, Kel. Pegangsaan
tan Laut Datam Negeri ’ egang '
Angkul Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusst

o
Jakarta Pusal - 10320

1. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM. 83 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan
Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 039/JNMW/DIr-SPM/IVI2023 tanggal 06 Apnl 2023 perhal Laporan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negen

2. Senubungan dengan butir 1 {salu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah (icatal setagar armada nags
nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut

a  Nama Kapal PACIFIC GUARDIAN

b Nomer Pendaftaran + 2018 Pst No. 9752/

¢ Type motor cable laying

d. 1= Kotor (GTVBobot Mati (DWT) 6133 /3544

¢ Tonaga Pengoerak {(HP) 1641

{ Kapasitas Angkut .

g Status Kepemilikan Kapal Milik

b Pelabuhan Singgah BatanvSekupang, BatamyBatu Ampar, Pulau Sambu, Tanjung Uncang,
Muntok, Boom Baru/Pafembang. Tanjung Api-Api, Tamjung Pandan,
Tanjung Batu, Clagon, Bojonegars, Merak, Tanjung Priok, Marunda,
Bonoa, Padang Bai, Labuan Bap, Sape, Tenau/Kupang, Waingapu
Sumbawa, Bima, Lembar, Biung, Manado, Ulu Siau, Tahuna,
Mal , Ujung Pandang, Bax, Sorang. Sarm, Jayapura, Merauke,
Timéa, Amamapare/Timéka, Wassal

L Urgens Menunjang Perbaxan Kabel Optk Bawah Laut

;. Nomor dan Tanggal SIUPALSIOPSUS 341SIUPALPNDN/2018 TANGGAL 18 April 2018

. Nomor dan Tanggal Spesifkas Kapal AL D0S/200002593/9932/18 Tanggal 28 Juni 2018

3. Senubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wa|lb memperhatikan
Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM. 83 Tabun 2013 pasal 46 ayat (2),
Persyaraian Mﬂls Ieknls dan Keselamatan pelayaran sesual dengan kelentuan yang beraku
kan 1 kapat (voyage report) per triwulan
Dlrekiurat Jenderal Perhubungan Lawt 1ldak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat
olah pemik b g dengan pendg:
Regulas: dan Poraturan yang ddetwkan khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Minaral dan Batubara),

anow

I Bagi pamiik barang / perusahaan pelayaran (pongoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba
(mineral dan batubara) dan tidak mempunyas 1zn darl Diren Perhubungan Laut Ca. Dir. Keppel maka tidak
duzinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat o terminal khusus yang felah ditetapkan

g Untuk pangangkutan barang berbahaya / imbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomandasi dan instansi
yang betwansng
h Tidak diperk menyatangunakan BEM menurut peraturan yang berlaku

4. Rencana pengoperas:an kapal inl dajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulal tanggal 25 Apnil 2023 sid tanggal 24 Jull 2023,

5. Demian dsampaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinys.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
u.b
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM
NEGERI DIT LALA

Tembusan Yih,

Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat:
Kepaia Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Seternpat.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otonitas Pelabuhan Setempat. Ttd
Kepala Kantor Pelabuhan Batam;

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Badan Usaha Pelabunan Setempat.

NS WN -

Capt MALTUS JACKLINE KAPISTRANG S5 T, MSI
NIP. 18700313 200712 1 001



Lampiran 8. SPB Pasific Guardian

ooa3 . 0238270

No. RagistrafiPK, 27 112 103 23

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

NOSRS. SIPPN Iy 3 P 2P

Berdasarkan UU No 17 Tabun 2000 Pasad 219 ayal 1
Cwder The Shipping Act Na, 17, 2008 Article 219 (1)

Nama kapal......., CS, PACIFIC GUARDIAN. - ... Tonnage kotor TS, TR
AAhip Nawme Grovs Tommage

DONESIA Capt. P!mADlNG
Bendera Kebangsaan ... o . Nakhoda ... m..'”m
Nationaiity Flag Marter
Nomor IMO ... 8222894y Nama Panggitan YEBF 2 ..
IMO Number Call Sign
Sesual cengan Surat Pernyataan Keberanghatan Kapal yeng déwuat cleh Nakhoda __13_ P«lﬁ'” WS
In wecordamce with Sallimg Dectaration isswed by Varter o dased Time Lr

Bt kage! et murmenoh sedrun keteriunn Passl 216 (3) UU No. 17 Tebwn 2008
That cidp ha fally comply with tie provicon of Aeticle 219 (3), Shippimg Act 17, 2008

Dengan v kgl fersetiul 4 ates deetipu untuk
Thve whove mentiomed sestel b heredy granted for

Bertolak dar . MERAUKE Padn ungaal"]am”M Potabuban wjushO RONG
Deparcure from Parct of Destimating
Jumiah awak xapal 1 m P CPTPRTORIETI. o3 e Dengan muatan .. Nlnlt
Number of Skip Crews WAtk curgoes
Tempat Diterbitkan mmn siides s
Maue of ivvwed
Pada tanggal 9.‘.“‘...“..'..‘. ". 2023 o
Pawe

17.00 Wit
'h 1“- B hrsetbonnn uys

NIP, 19830718 200712 1 001

Arsnnon -

1 Sunit Pursetupan Bartpar of bersk pesng bana 3 oo kupe oy meskoggarkan pasthunan
Thvis Pors Clearance expired 2 l-m&n&mwb shoutd leave of part

2 Agubila galam 24 Pcnlk-o-n Hapd hapaenyn sk Surw Pervetugunn O
dberbaiann ke J'" wituh ponertsan kembal wmwmmmhmmq-wfqm
uuumwmwmmummumqq.—d.‘uw.-&rutmmum
ummpumnﬂy-wnu.npnm

A Sunn B e e Bdus mmmmmum
Thiv pors h xrited if any por on

TA 2022
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Lampiran 9. Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

.ﬁ‘ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

\v JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE |Telp : 0411-3627555 0411-3623656 |Fax : 0411-3623656

POS MKS 90173 Hotline : Email : sb-makassar@dephub.go.id

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
No : SPOG.IDMAK.0723.0000103

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
PELAYARAN 2. Peraturan Bandar 1925;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Permenhub No. 34 Th 2012 Tentang Organisasi & Tata Kerja Ktr Kesyahbandaran;
5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;
6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR, Sesuai surat Permohonan dari PT.
PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, Nomor SPS.SPOG.IDMAK.2307.000105, Tanggal 07 Jul 2023, Perihal : Persetujuan Olah Gerak
Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

Nama Kapal : PACIFIC GUARDIAN

Jenis Kapal : CABLE LAYING SHIP

Bendera : INDONESIA

Isi Kotor 16133

Nakhoda : Ventje Jan Refnas Kortz

Milik / Agen : PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE

Untuk bergerak : Area Labuh Jangkar Kapal Kargo & Kontainer ke SOEKARNO - MULT| PURPOSE Il INTERNASIONAL (dalam
dari DLKr/DLKp)

Waktu Gerak :2023-07-07 14:30:00
Keperluan : Bunker Air Tawar
Nama Pandu : DARMAWANGSYAH

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16.

2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal

3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;

4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan,

6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;

7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.

8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja Kantor KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR.

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 07 Jul 2023 s/d 07 Jul 2023

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 07 Jul 2023
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
UTAMA MAKASSAR




Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Sebelum Penyebaran Kuisioner

. Butir Nilai R | Nilai R

Variabel Pernyataan | Hitung Tabel Keterangan

Aspek Legal 1 0,776 0,279 Valid

X) 2 0,223 0,279 Tidak Valid
3 0,832 0,279 Valid
4 0,123 0,279 Tidak Valid
5 0,222 0,279 Tidak Valid
6 0,758 0,279 Valid
7 0,155 0,279 Tidak Valid
8 0,823 0,279 Valid
9 0,275 0,279 Tidak Valid
10 0,797 0,279 Valid
11 0,243 0,279 Tidak Valid
12 0,777 0,279 Valid
13 0,156 0,279 Tidak Valid
14 0,875 0,279 Valid
15 0,244 0,279 Tidak Valid
16 0,834 0,279 Valid
17 0,235 0,279 Tidak Valid
18 0,875 0,279 Valid
19 0,212 0,279 Tidak Valid
20 0,802 0,279 Valid
21 0,211 0,279 Tidak Valid
22 0,838 0,279 Valid
23 0,157 0,279 Tidak Valid
24 0,843 0,279 Valid
25 0,144 0,279 Tidak Valid
26 0,777 0,279 Valid
27 0,251 0,279 Tidak Valid
28 0,82 0,279 Valid
29 0,235 0,279 Tidak Valid
30 0,776 0,279 Valid
31 0,111 0,279 Tidak Valid
32 0,812 0,279 Valid
33 0,234 0,279 Tidak Valid
34 0,822 0,279 Valid
35 0,198 0,279 Tidak Valid
36 0,805 0,279 Valid
37 0,189 0,279 Tidak Valid
38 0,734 0,279 Valid
39 0,195 0,279 Tidak Valid




40 0,782 0,279 Valid
Perjanjian Kerja | | 0,926 0,279 Valid
) 2 0,123 0,279 Tidak Valid
3 0,903 0,279 Valid
4 0,256 0,279 Tidak Valid
5 0,863 0,279 Valid
6 0,234 0,279 Tidak Valid
7 0,926 0,279 Valid
8 0,212 0,279 Tidak Valid
9 0,887 0,279 Valid
10 0,178 0,279 Tidak Valid
11 0,881 0,279 Valid
12 0,198 0,279 Tidak Valid
13 0,868 0,279 Valid
14 0,176 0,279 Tidak Valid
15 0,895 0,279 Valid
16 0,165 0,279 Tidak Valid
17 0,88 0,279 Valid
18 0,278 0,279 Tidak Valid
19 0,906 0,279 Valid
20 0,265 0,279 Tidak Valid
21 0,896 0,279 Valid
22 0,111 0,279 Tidak Valid




Lampiran 11. Rekapitulasi Penghapusan Butir Soal Kuisioner

Nomor Nomor | Nomor
Variabel | Dimensi Indikator Soal Soal Dipernyataan
Dihapus | Kuisioner
Aspek Kepatuhan terhadap regulasi | Tingkat kepatuhan 1,2 2 1
Legal (X) [Kepatuhan terhadap regulasi | Audit kepatuhan 3.4 4 2
Kepatuhan terhadap regulasi | Pelanggaran yang ditemukan | 5.6 5 3
Kepatuhan terhadap regulasi Sanksi dan denda 7.8 7 4
Pengelolaan Kontrak Proses Persetujuan 9,10 9 5
Pengelolaan Kontrak Pembaruan Kontrak 11,12 11 6
Pengelolaan Kontrak Pelanggaran Kontrak 13,14 13 7
Pengelolaan Kontrak Kepatuhan Kontrak 15,16 15 8
Litigasi dan Penyelesaian | Jumlah kasus
sengketa 17,18 17 ?
Litigasi dan Penyelesaian | Biaya litigasi
sengketa 19,20 19 10
Litigasi dan Penyelesaian | Waktu penyelesaian 2120 1 1
sengketa )
Litigasi dan Penyelesaian | Hasil penyelesaian 2324 |23 12
sengketa )
Hukum ketenagakerjaan Kepatuhan ketenagakerjaan | 2526 25 13
Hukum ketenagakerjaan Keluhan karyawan 27,28 27 14
Hukum ketenagakerjaan Litigasi ketenagakerjaan 2930 |29 15
Hukum ketenagakerjaan Kepuasan karyawan 31,32 31 16
Perizinan dan izin usaha Kepatuhan perizinan 33,34 33 17
Perizinan dan izin usaha Audit perizinan 35,36 35 18
Perizinan dan izin usaha Waktu pengurusan izin 37,38 37 19
Perizinan dan izin usaha Pelanggara Izin 39,40 39 20
Perjanjian | Kejelasan dan kelengkapan | Deskripsi pekerjaan yang 12 5 |
Kerja (Y) | kontrak jelas ’
Kejelasan dan kelengkapan | Pemahaman karyawan 34 4 5
kontrak ’
Kejelasan dan kelengkapan | Ketentuan kotrak 56 6 3
kontrak ’
Transparasi dan komunikasi Keterbukaan informasi 7.8 8 4
Transparasi dan komunikasi Umpan balik karyawan 9,10 10 5
Kepuasan dan kesejahteraan | Tingkat kepuasan 11.12 12 6
karyawan ’
Kepuasan dan kesejahteraan | Keluhan karyawan 13.14 14 7
karyawan ’
Kepuasan dan kesejahteraan | Retensi karyawan 15.16 16 ]
karyawan ’
Penyelesaian Sengketa Jumlah sengketa 17,18 18 9
Penyelesaian Sengketa Waktu penyelesaian 19,20 20 10
Penyelesaian Sengketa Keberhasilan penyelesaian 21,22 22 11




Lampiran 12. Kuisioner Penelitian Pengaruh Aspek Legal Terhadap Perjanjian Kerja Bawah Air
pada PT Jala Nusantara Mardika

Kepada Yth.

Bapak/Ibu responden,

Di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Aspek Legal terhadap
Perjanjian Kerja Bawah Air pada PT Jala Nusantara Mardika", peneliti membutuhkan sejumlah
data untuk diolah yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan penelitian melalui kerja sama dan
kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Peneliti mengharapkan Bapak/Ibu mengisi
kuesioner ini dengan sungguh-sungguh agar didapatkan data yang valid.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan
banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Hormat saya,

Melya Janwarita

A. IDENTITAS RESPONDEN
Berilah tanda pada kriteria yang sesuai dengan data diri anda!
1. Jenis Kelamin :

o Laki-Laki

o Perempuan

2. Usia
o <20 Tahun
o 20-30 Tahun
o 30-40 Tahun
o 41-50 Tahun
o >51 Tahun

3. Jabatan

o Master
o CO
o 20
o 30
o CE
o 2E

o 3E



o OIM
o DP Operation
o LCE Operator
o ROV Supervisor
o ROV Pilot Tech
o Cable Engineer
o Deck Supervisor
o Vice President
o Technical manager
o HSE & Crewing Manager
o Staff Operational
o Head of Procurement
o Staff Procurement
o Division Head Maintenance Service
o Project Manager Restorasi Laut Dalam
o Project Manager Maintenance Service
o Manager Area Extended & Salendang
o Supervisor Call Center / Network Operation
Center
o Manager Restorasi Laut Dangkal & Patroli
o Admin Support
4. Pendidikan Terakhir

o SMP
o SMA
o Sl
o S2
o S3

5. Lama Bekerja
o Kurang Dari 1 Tahun
o 1-3 Tahun
o Lebih Dari 3 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda (V) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban
Bapak/Ibu/Sdr.
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju



3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

B. VARIABEL ASPEK LEGAL

Pilihan Jawaban

terlalu merugikan perusahaan.

No. P t
) ernyataan 1 5 3

1 Tingkat kepatuhan terhadap regulasi perusahaan di
tempat saya bekerja sangat tinggi.

2 Kepatuhan karyawan terhadap regulasi di
perusahaan cukup .

3 Perusahaan saya rutin melakukan audit kepatuhan.

4 Audit kepatuhan yang dilakukan perusahaan tidak
transparan.

5 Ketika  ditemukan  pelanggaran  perusahaan
cenderung lambat menangani

6 Pelanggaran yang ditemukan dalam audit selalu
ditindaklanjuti oleh perusahaan.

7 Tidak ada sanksi ataupun reward yang di berikan
kepada karyawan di perusahaan.

8 Perusahaan patuh terhadap sanksi dan denda jika
terjadi pelanggaran peraturan.

9 Proses pengurusan persetujuan di perusahaan
cenderung lambat dan rumit

10 Proses persetujuan di perusahaan saya berjalan
dengan cepat dan efisien.

11 Perusahaan selalu mmeberi kontrak kerja secara
mendadak.

12 Perusahaan selalu memberitahukan pembaruan
kontrak kerja tepat waktu.

13 Seringnya terjadi pelanggaran kontrak sehingga
tidak di tindak lanjuti dengan serius

14 Pelanggaran kontrak ditangani dengan serius oleh
perusahaan.

15 Tidak ada jaminan bahwa seluruh pihak mematuhi
kontrak yang sudah di sepakati sebelumnya.

16 Perusahaan memastikan semua pihak mematuhi
kontrak yang telah disepakati.

17 Terjadinya kasus terkait Aspek Legal setiap bulan.

18 Jumlah kasus hukum terkait aspek legal sedikit.

19 Biaya litigasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
cukup besar

20 Biaya litigasi yang dikeluarkan perusahaan tidak




21 Lambatnya proses penyelesaian kasus hukum di
perusahaan.
22 Kasus hukum di perusahaan saya diselesaikan dalam
waktu yang cepat.
23 Hasil dari penyelesaian kasus hukum di perusahaan
tidak adil
24 Hasil penyelesaian kasus hukum di perusahaan saya
selalu adil.
25 Perusahaan sering melanggar regulasi
ketenagakerjaan yang berlaku.
26 Perusahaan mematuhi semua regulasi
ketenagakerjaan yang berlaku.
27 Tidak ada tanggapan oleh perusahaan atas keluhan
karyawan
28 Keluhan karyawan selalu ditangani dengan serius
oleh perusahaan.
29 perusahaan tidak menangani litigasi
ketenagakerjaan
30 Perusahaan menangani litigasi ketenagakerjaan
dengan baik.
31 saya tidak puas dengan kondisi kerja di perusahaan
32 Saya puas dengan kondisi kerja di perusahaan.
33 Perusahaan sering melanggar regulasi perizinan
34 Perusahaan mematuhi semua regulasi perizinan
yang berlaku.
35 Perusahaan jarang melakukan audit rutin perizinan
36 Perusahaan rutin melakukan audit perizinan.
37 Proses pengurusan izin di perusahaan sangat lambat
38 Proses pengurusan izin di perusahaan berlangsung
cepat dan efisien.
39 Perusahaan sering mengabaikan pelanggaran izin
40 Perusahaan selalu menindaklanjuti pelanggaran izin
dengan serius.
C. VARIABEL PERJANJIAN KERJA
Pilihan Jawaban
No. | Pernyataan
1 2 3
Deskripsi pekerjaan saya mencakup semua tugas dan
1 tanggung jawab saya.
Saya tidak di berikan deskripsi pekerjaan yang jelas
2
Perusahaan menyediakan informasi yang cukup untuk
3 membantu pemahaman karyawan.




Perusahaan tidak menyediakan informasi untuk

4 pemahaman karyawan akan deskripsi pekerjaan.

Ketentuan dalam kontrak kerja saya dijelaskan dengan
S jelas dan rinci.

Tidak ada ketentuan yang diberikan dalam kontrak
6 kerja.

Perusahaan saya terbuka dalam menyampaikan
7 informasi penting kepada karyawan.

Perusahaan  saya  tidak  transparan  dalam
8 menyampaikan informasi.

Umpan balik dari karyawan selalu diperhatikan dan
9 ditindaklanjuti oleh perusahaan.

Umpan balik dari karyawan cenderung tidak di
10 | perhatikan perusahaan.
11 | Saya puas dengan kondisi kerja saya saat ini.
12 | Saya tidak puas dengan kondisi kerja saya saat ini.

Keluhan karyawan selalu ditangani dengan serius oleh
13 | perusahaan.

Tidak adanya tindaklanjut oleh perusahaan atas
14 | keluhan karyawan

Perusahaan memiliki strategi yang baik untuk
15 | mempertahankan karyawan.

Perusahaan tidak pandai dalam mempertahankan
16 | karyawan

Saya mengetahui jumlah sengketa yang terjadi di
17 | perusahaan.

Saya tidak mengetahui sengketa yang terjadi di
18 | perusahaan

Kasus sengketa di perusahaan saya diselesaikan dalam
19 | waktu yang cepat.

Kasus sengketa di perusahaan saya di selesaikan
20 | dalam waktu yang cepat

Saya puas dengan keberhasilan penyelesaian sengketa
21 | yang ada.

Saya kurang puas dengan hasil sengketa yang ada
22 | dalam perusahaan




Lampiran 13. Tabulasi Data

91
100

74
75
93
92

73
76
70
93
74
63
74
71

98
97

97

93
71

82

98
85

91

94
95
91

94
86
94
91

90
100
100

68
99
66
62
99
99

98
67

74
99
69
100

80
70
82
85

99

TOTAL



49
55
55
48
49
48
55
49
29
37
37
51
51
50
47
29
49
50
48
55
51
55
50
50
49
54
49
50
55
55
27
55
28
36
55
55
55
28
37
54
39
55




Lampiran 14. Tabel Nilai Signifikansi R

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah
af=(v2) | 005| 0025  001] 0005 0.0005

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah
01 005 002 001| 0001
1 09877 | 09969 | 09995 | 0.9999 1.0000
2 0.9000 | 09500 | 0.9800 | 0.9900 0.9990
3| 08054| 08783 09343 | 09587| 09911
4| 07293 08114 08822| 09172 09741
S| 06694| 07545 08329 08745 0.9509
6| 06215| 07067 | 0.7887 | 0.8343 0.9249
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983
8| 05494 06319 07155 07646 | 08721
9 05214 |  0.6021 0.6851 0.7348 0.8470
10| 04973 | 05760 | 0.6581 0.7079 0.8233
1| 04762| 05529| 06339| 06835 | 08010
12 04575 | 05324 | 06120 | 0.6614 0.7800
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604
14| 04259 | o04973| o0s742| 06226 07419
15| 04124 | 04821 0.5577 |  0.6055 0.7247
16 | 04000 | 04683 0.5425 |  0.5897 0.7084

03887 | 04555 | 0.5285| 0.5751 0.6932

03783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788

03687 | 04329 | 05034 0.5487 0.6652

03598 | 04227 | 0.4921 0.5368 0.6524

03515 | 04132 04815 05256 0.6402

0.3438 0.4044 04716 | 05151 0.6287

03365 | 0.3961 0.4622 | 05052 0.6178

03297 | 0.3882 04534 | 04958 0.6074

03233 | 03809 | 0.4451 0.4869 0.5974

03172 | 03739 | 04372 | 04785 0.5880

03115 | 03673 | 04297 | 04705 0.5790

0.3061 03610 | 04226 | 04629 0.5703

03009 | 03550 | 04158 0.4556 0.5620

0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541

0.2913 0.3440 | 0.4032 0.4421 0.5465

02869 | 03388 03972 0.4357 0.5392

02826 | 0.3338 03916 | 0.4296 0.5322

02785 | 0.3291 03862 | 04238 0.5254

02746 | 03246 | 03810 | 04182 0.5189

02709 | 03202 03760 | 04128 0.5126

0.2673 03160 | 03712 0.4076 0.5066

02638 | 03120 | 0.3665 0.4026 0.5007

02605 | 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950

02573 | 03044 | 03578 | 03932 0.4896

0.2542 0.3008 0.3536 | 0.3887 0.4843

02512 | 02973 | 0349 | 0.3843 0.4791

02483 | 0.2940 | 03457 | 0.3801 0.4742

0.2455 0.2907 0.3420 |  0.3761 0.4694

02429 | 02876 | 03384 | 03721 0.4647

02403 | 02845 | 03348 | 0.3683 0.4601

0.2377 0.2816 03314 0.3646 0.4557

0.2353 02787 | 0.3281 0.3610 04514

02329 | 02759 | 03249 | 03575 0.4473

gt acgggtgarER2gRENRRRERRERBE S S

02306 | 02732 | 03218 | 03542 0.4432




TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI T

One-Tailed Test
af 0.25 0,10 005 | 0025 | o001 | 0005 [ o001
Two-Tailed Test
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002

41 0.680521 1,302543 1,682878 | 2,019541 2,420803 2.701181 3,301273
42 0,680376 1,302035 1,681952 | 2,018082 | 2,418470 | 2,698066 | 3,295951
43 0,680238 1,301552 1,681071 2016692 | 2416250 | 2.695102 | 3,290890
44 0,680107 1,301090 1,680230 | 2015368 | 2414134 | 2692278 | 3,286072
45 0,679981 1,300649 1,679427 | 2,014103 | 2412116 | 2,689585 | 3,281480
46 0,679861 1,300228 1,678660 | 2,012896 | 2410188 | 2.687013 | 3,277098
47 0,679746 1,299825 1,677927 | 2,011741 2408345 | 2.684556 | 3.272912
48 0,679635 1,299439 1,677224 | 2,010635 | 2,406581 2,682204 | 3,268910
49 0,679530 1,299069 1,676551 2009575 | 2404892 | 2679952 | 3,265079
50 0,679428 1,298714 1,675905 | 2.008559 | 2403272 | 2677793 | 3.261409
51 0,679331 1,298373 1,675285 | 2,007584 | 2401718 | 2.675722 | 3,257890
52 0,679237 1,298045 1,674689 | 2006647 | 2400225 | 2673734 | 3,254512
53 0,679147 1,297730 1,674116 | 2005746 | 2398790 | 2.671823 | 3251268
54 0,679060 1,297426 1,673565 | 2,004879 | 2,397410 | 2,669985 | 3,248149
55 0,678977 1,297134 1,673034 | 2004045 | 2396081 2.668216 | 3245149
56 0,678896 1,296853 1,672522 | 2,003241 2,394801 2,666512 | 3242261
57 0,678818 1,296581 1,672029 | 2.002465 | 2393568 | 2.664870 | 3,239478
58 0,678743 1,296319 1,671553 2001717 | 2392377 | 2.663287 | 3,236795
59 0,678671 1,296066 1,671093 2,000995 | 2391229 | 2.661759 | 3,234207
60 0,678601 1,295821 1,670649 | 2.000298 | 2390119 | 2660283 | 3,231709
61 0,678533 1,295585 1,670219 1,999624 | 2389047 | 2,658857 | 3,229296
62 0,678467 1,295356 1,669804 1,998972 | 2,388011 2,657479 | 3,226964
63 0,678404 1,295134 1,669402 1,998341 2,387008 | 2.656145 | 3,224709
64 0,678342 1,294920 1,669013 1.997730 | 2386037 | 2.654854 | 3222527
65 0,678283 1,294712 1,668636 1,997138 | 2,385097 | 2.653604 | 3,220414
66 0,678225 1,294511 1,668271 1,996564 | 2384186 | 2,652394 | 3,218368
67 0.678169 1,294315 1,667916 1,996008 | 2383302 | 2.651220 | 3,216386
68 0,678115 1,294126 1,667572 1,995469 | 2,382446 | 2,650081 3,214463
69 0,678062 1,293942 1,667239 1,994945 | 2381615 | 2.,648077 | 3,212599
70 0,678011 1.293763 1,666914 1,994437 | 2380807 | 2.647905 | 3,210789
71 0,677961 1,293589 1,666600 1,993943 | 2380024 | 2.646863 | 3,209032
72 0,677912 1,293421 1,666294 1993464 | 27379262 | 2.645852 | 3.207326
73 0,677865 1,293256 1,665996 1,992997 | 2378522 | 2.644869 | 3,205668
74 0,677820 1,293097 1,665707 1,992543 | 2377802 | 2.643913 | 3,204056
75 0,677775 1,292941 1,665425 1992102 | 2377102 | 2.642983 | 3,202489
76 0,677732 1,292790 1,665151 1,991673 | 2376420 | 2,642078 | 3,200964
77 0,677689 1,292643 1,664885 1.991254 | 2375757 | 2.641198 | 3,199480
78 0.677648 1,292500 1,664625 1,990847 | 2375111 2,640340 | 3,198035
79 0,677608 1,292360 1,664371 1,990450 | 2374482 | 2.639505 | 3,196628
80 0677569 1,292224 1,664125 1,990063 | 2373868 | 2.638691 3,195258




Lampiran 16. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Legal (X)

Reliability Statistics

Cronbhach's
Alpha N of ltems

970 20

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Lampiran 17. Hasil Uji Reliabilitas Perjanjian Kerja (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of ltems

974 1
Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Lampiran 18. Hasil Uji Normalitas One-sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

N 50
Normal Parameters™® Mean .0000000
Std. Deviation 476694909

Most Extreme Differences  Absolute .081
Positive 081

Negative -.071

Test Statistic .081
Asymp. Sig. (2-tailed)® 200¢
Monte Carlo Sig. (2- Sig 557
talled)* 99% Confidence Interval  Lower Bound 544
Upper Bound 569

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0

Lampiran 19. Hasil Uji Koefisien korelasi (Pearson Product Moment)

Correlations
X Y
X Pearson Correlation 1 840"
Sig. (2-tailed) <001
N 50 50
Y Pearson Correlation 840" 1
Sig. (2-tailed) <,001
N 50 50

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0



Lampiran 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 840 .706 .700 4816
a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan SPSS 26.0
Lampiran 21. Hasil Uji Regresi Linier X terhadap Y
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig
1 (Constant) -4574 4861 -941 35
X 603 056 .840 10.733 <,001
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan SPSS 26.0
Lampiran 22. Hasil Uji Hipotesis Uji t
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig
1 (Constant) -4.574 4,861 -8 351
X 603 .056 B840 10.733 <001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26.0



Lampiran 23. Dokumentasi
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